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ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of business capital loans to micro traders
in Koto Baru District and review its conformity with the principles of sharia
economic law and its impact on business sustainability. This research uses
qualitative methods with field research using interview, observation and
documentation techniques. The research results show that lending practices are
carried out using easy and fast procedures, however there are additional payments
in repayment which have the potential to contain elements of usury, gharar and
zhulm. In terms of impact, loans help business capital in the short term, but can be
a burden for traders in the long term. Thus, lending practices need to be adjusted

to the principles of sharia economic law to make them fairer and more beneficial.
Key words: business capital loans, micro traders, sharia economic law.
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman modal usaha pada
pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru serta meninjau kesesuaiannya dengan
prinsip hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan
melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik pinjaman dilakukan dengan prosedur yang mudah dan
cepat, namun terdapat tambahan pembayaran dalam pengembalian yang berpotensi
mengandung unsur riba, gharar, dan zhulm. Dari segi dampak, pinjaman membantu
modal usaha dalam jangka pendek, tetapi dapat menjadi beban bagi pedagang
dalam jangka panjang. Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut perlu

disesuaikan dengan prinsip hukum ekonomi syariah agar lebih adil dan bermanfaat.

Kata kunci: pinjaman modal usaha, pedagang mikro, hukum ekonomi

syariah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi adalah salah satu elemen yang amat krusial dalam
hidup manusia. Dengan adanya kegiatan ekonomi, manusia dapat
memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, baik yang bersifat dasar,
menengah, maupun tambahan (Syahrial, 2021). Aktivitas ekonomi tidak
hanya dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan atau lembaga keuangan,
tetapi juga dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat melalui berbagai
bentuk usaha yang sederhana (Lubis & Salsabila, 2024). Dalam kehidupan
sehari-hari, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga
sebagai pelaku usaha yang berusaha memperoleh penghasilan guna
meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Al Farisi & Fasa, 2022).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh
masyarakat adalah usaha mikro. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha
yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan skala usaha
yang relatif kecil (Al Farisi & Fasa, 2022). Usaha ini biasanya dijalankan
secara mandiri dengan modal yang terbatas, peralatan yang sederhana, serta
jumlah tenaga kerja yang sedikit. Meskipun demikian, usaha mikro
memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat
karena mampu memberikan kesempatan kerja serta menjadi sumber
penghasilan bagi banyak keluarga (Lubis & Salsabila, 2024).

Keberadaan usaha mikro juga berperan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Melalui kegiatan usaha yang
dilakukan oleh masyarakat, perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Sebagai akibatnya, bisnis kecil sering kali dipandang sebagai salah satu
bidang yang memberi sumbangan signifikan terhadap kemajuan ekonomi

masyarakat (Lubis & Salsabila, 2024).



Di berbagai daerah di Indonesia, usaha mikro banyak dijalankan
dalam bentuk kegiatan perdagangan. Para pelaku usaha mikro biasanya
menjalankan usaha dengan berdagang berbagai jenis barang kebutuhan
sehari-hari seperti makanan, minuman, sayur-sayuran, kebutuhan pokok,
serta berbagai barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha
perdagangan tersebut biasanya dilakukan secara sederhana dengan
membuka lapak kecil di pasar tradisional, di pinggir jalan, atau di sekitar
lingkungan tempat tinggal (Firmando, 2021).

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu wilayah yang memiliki
aktivitas perdagangan masyarakat yang cukup aktif. Di wilayah ini dapat
ditemukan berbagai pedagang mikro yang menjalankan usaha kecil untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Para pedagang tersebut menjual
berbagai jenis barang dagangan seperti makanan ringan, minuman,
kebutuhan rumah tangga, serta berbagai kebutuhan lainnya yang dibutuhkan
oleh masyarakat sekitar.

Bagi sebagian besar pedagang mikro, usaha yang mereka jalankan
merupakan sumber penghasilan utama bagi keluarga. Melalui usaha tersebut
mereka dapat memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak,
serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, keberlangsungan
usaha yang dijalankan oleh para pedagang mikro menjadi sangat penting
bagi kehidupan mereka.

Namun dalam menjalankan usahanya, para pedagang mikro
seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang paling
sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Modal merupakan salah
satu faktor penting dalam menjalankan suatu usaha. Tanpa adanya modal
yang cukup, seorang pedagang akan mengalami kesulitan untuk membeli
barang dagangan, menambah stok barang, ataupun memperluas usaha yang
dijalankan (Firdausa & Arianti, 2012).

Keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan bagi pedagang

mikro dalam meningkatkan skala usaha mereka. Banyak pedagang yang



sebenarnya memiliki keinginan untuk memperbesar usaha mereka, namun
tidak memiliki modal yang cukup untuk mewujudkan keinginan tersebut.
Kondisi ini menyebabkan usaha yang mereka jalankan sulit berkembang
dan hanya bertahan dalam skala yang sangat kecil.

Dalam kondisi seperti ini, sebagian pedagang mikro berusaha
mencari tambahan modal dengan meminjam uang dari berbagai sumber.
Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
adalah lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga pembiayaan
lainnya. Lembaga keuangan formal biasanya menyediakan berbagai jenis
produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk
mengembangkan usaha mereka (Sutrisno et al., 2023).

Namun dalam praktiknya, tidak semua pedagang mikro memiliki
akses yang mudah terhadap lembaga keuangan formal tersebut. Ini
disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain adalah persyaratan administrasi
yang cukup ketat, adanya jaminan yang harus dipenuhi, serta prosedur
pengajuan pinjaman yang relatif rumit dan memerlukan waktu yang cukup
lama. Bagi pedagang mikro yang membutuhkan tambahan modal secara
cepat, proses tersebut seringkali dianggap kurang praktis (Mulawarman et
al., 2025).

Selain itu, sebagian pedagang mikro juga tidak memiliki dokumen
atau jaminan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga
keuangan formal. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan untuk
memperoleh akses pembiayaan dari lembaga tersebut. Akibatnya, banyak
pedagang mikro yang kemudian mencari alternatif sumber pembiayaan lain
yang dianggap lebih mudah dan cepat (Sabirin & Sukimin, 2017).

Salah satu alternatif yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat
adalah meminjam uang dari lembaga yang dikenal oleh masyarakat dengan
sebutan koperasi. Dalam kehidupan masyarakat, istilah koperasi sering
digunakan untuk menyebut lembaga yang memberikan pinjaman uang
kepada masyarakat dengan sistem pengembalian tertentu. Namun demikian,

lembaga yang disebut sebagai koperasi oleh masyarakat tidak selalu



merupakan koperasi dalam pengertian formal yang memiliki badan hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ajija et al.,
2018).

Dalam beberapa kasus, Lembaga ini lebih berfungsi sebagai institusi
keuangan tidak resmi yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat
dengan cara yang mudah (Baskara, 2013). Meskipun demikian, masyarakat
tetap menyebut lembaga tersebut sebagai koperasi karena aktivitas yang
dilakukan berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada anggota
masyarakat.

Fenomena seperti ini juga dapat ditemukan di Kecamatan Koto
Baru. Di wilayah tersebut terdapat lembaga yang oleh masyarakat disebut
sebagai koperasi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada para
pedagang mikro. Lembaga ini menjadi salah satu sumber dana yang sering
digunakan oleh para pengusaha yang memerlukan tambahan modal untuk
kegiatan usaha mereka.

Proses peminjaman modal pada lembaga tersebut umumnya
dilakukan dengan prosedur yang relatif sederhana. Pedagang yang
membutuhkan modal dapat mengajukan pinjaman dengan mudah tanpa
harus melalui proses administrasi yang rumit. Ini jelas merupakan salah satu
alasan yang membuat banyak pedagang kecil memilih untuk mendapatkan
pinjaman dari lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, pedagang yang meminjam uang dari lembaga
tersebut akan diberikan sejumlah dana yang kemudian harus dikembalikan
dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan utang umumnya dilakukan dalam
bentuk cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak
yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Dalam beberapa kasus,
sistem pembayaran cicilan dilakukan secara harian atau mingguan.

Selain pengembalian pokok pinjaman, peminjam juga diwajibkan
untuk membayar sejumlah tambahan tertentu yang telah disepakati
sebelumnya. Tambahan tersebut biasanya dianggap sebagai jasa atau

keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Dengan demikian,



jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam menjadi lebih besar
dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam.

Bagi sebagian pedagang mikro, keberadaan lembaga pinjaman
tersebut dianggap sangat membantu karena memberikan kemudahan dalam
memperoleh modal usaha. Dengan adanya tambahan modal, pedagang
dapat membeli lebih banyak barang dagangan sehingga dapat meningkatkan
pendapatan dari usaha yang mereka jalankan.

Namun di sisi lain, sistem pengembalian pinjaman yang
mengharuskan adanya tambahan pembayaran juga dapat menimbulkan
beban bagi para pedagang. Apabila pendapatan dari usaha yang dijalankan
tidak mencukupi untuk membayar cicilan pinjaman, maka pedagang dapat
mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha mereka.

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan
dengan mengacu pada prinsip keadilan, kejujuran, dan manfaat timbal balik
bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam menaruh perhatian
besar pada keadilan dalam kegiatan ekonomi dan melarang segala jenis
transaksi yang mengandung elemen penindasan atau ketidakadilan
(Permana & Nisa, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan
terhadap kegiatan riba. Riba merupakan tambahan yang diambil dalam
transaksi pinjam meminjam yang disyaratkan dalam akad. Larangan riba
dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam firman Allah

SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:
é\w &//,C’/o 24 Iy 1
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menegaskan bahwa Islam secara tegas memisahkan antara
aktivitas ekonomi yang diperkenankan dan yang tidak diperbolehkan.

Transaksi jual beli diperbolehkan karena dilakukan dengan persetujuan dari



kedua pihak, sementara riba dilarang karena dapat menyebabkan

ketidakadilan dalam interaksi ekonomi.

Selain larangan riba, Islam juga melarang adanya elemen gharar dan
zhulm dalam aktivitas ekonomi. Gharar adalah ketidakpastian dalam sebuah
transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.
Sementara itu, zhulm merupakan bentuk ketidakadilan atau penindasan

terhadap pihak lain dalam suatu transaksi (Fitriani & Nisa, 2024).

Dalam konteks implementasi pinjaman bagi usaha yang dilakukan oleh
lembaga yang dikenal sebagai koperasi di Kecamatan Koto Baru, sangat
penting untuk memahami apakah kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum ekonomi syariah atau malah mengandung elemen-elemen

yang dilarang dalam ajaran Islam.

Selain itu, perlu juga dilihat bagaimana dampak dari praktik pinjaman
tersebut terhadap keberlangsungan usaha para pedagang mikro. Apakah
pinjaman tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang dalam
mengembangkan usaha mereka atau justru menimbulkan beban tambahan

yang dapat menghambat perkembangan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, Praktik pinjaman modal usaha yang
dilakukan oleh pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru memiliki peranan
penting dalam mendukung kelangsungan usaha dan kesejahteraan keluarga.
Namun, praktik tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk
larangan riba, gharar, dan zhulm, serta dampaknya terhadap keberlangsungan
usaha para pedagang mikro. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan
fokus pada tiga hal, yaitu praktik pinjaman modal usaha pada pedagang
mikro, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut, dan
dampak pinjaman modal usaha terhadap keberlangsungan usaha para
pedagang mikro. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu menyajikan

pemahaman yang lebih nyata dan fokus terkait pelaksanaan pembiayaan



usaha dari sudut pandang hukum ekonomi syariah serta keuntungan yang

diperoleh oleh masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Kecamatan Koto
Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di
koperasi kilat yang terdapat di Kecamatan Koto Baru?

b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik
pinjaman modal usaha pada pedagang mikro tersebut?

c. Bagaimana dampak pinjaman modal wusaha terhadap
keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang mikro di
Kecamatan Koto Baru?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus yang
telah ditentukan, penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian
ini. Penelitian ini fokus pada praktik pinjaman modal usaha yang
dilakukan oleh pedagang mikro pada lembaga yang dikenal masyarakat
sebagai koperasi kilat di Kecamatan Koto Baru. Penelitian ini tidak
membahas status hukum lembaga tersebut, tetapi lebih melihat praktik
pinjaman antara pemberi pinjaman dan pedagang sebagai peminjam.

Pembahasan dibatasi pada prosedur peminjaman, cara pengembalian,

jumlah pengembalian, serta penggunaan modal oleh pedagang dan
hambatan yang terjadi selama proses pinjaman. Penelitian ini dianalisis
menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat apakah
praktik pinjaman tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau

mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan zhulm. Selain



itu, penelitian ini juga melihat dampak pinjaman terhadap usaha

pedagang mikro, apakah membantu meningkatkan wusaha dan

pendapatan atau justru menjadi beban bagi mereka. Dengan batasan

masalah ini, penelitian diharapkan lebih fokus dan mudah dipahami.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman modal usaha yang
dilakukan oleh pedagang mikro pada koperasi kilat di Kecamatan
Koto baru

b. Untuk menganalisis praktik pinjaman modal usaha tersebut
berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Untuk mengetahui Bagaimana dampak pinjaman modal usaha
terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang mikro
di Kecamatan Koto Baru

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah

sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di ranah
hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyajikan pemahaman
yang lebih komprehensif tentang mekanisme pemberian pinjaman
modal usaha yang diterapkan oleh para pedagang mikro dalam
komunitas mereka, serta bagaimana mekanisme tersebut selaras
dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan terhadap
praktik riba, gharar, dan zhulm. Lebih lanjut, studi ini diharapkan
dapat memperkaya diskursus akademik dan berfungsi sebagai

referensi untuk pengembangan teori yang berkaitan dengan ekonomi



syariah dan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor usaha mikro.
Implikasi dari temuan penelitian ini juga dapat menjadi landasan
bagi investigasi di masa mendatang yang bertujuan untuk
mengeksplorasi praktik ekonomi masyarakat dari sudut pandang
hukum ekonomi syariah atau meneliti alternatif skema pendanaan
yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada masyarakat, khususnya para pedagang mikro, mengenai
praktik pinjaman modal usaha serta dampaknya terhadap
kegiatan usaha mereka. Dengan adanya pemahaman tersebut,
diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih sumber
pembiayaan usaha serta dapat menjalankan kegiatan ekonomi
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2) Bagi Pengelola Lembaga Pinjaman
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
bagi pihak yang menjalankan kegiatan pinjaman modal usaha
agar dapat menjalankan praktik transaksi yang lebih adil dan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
3) Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini1 diharapkan dapat menjadi referensi bagi
peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai praktik
pinjaman modal usaha di masyarakat, khususnya yang berkaitan
dengan kajian hukum ekonomi syariah.
D. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik
penelitian yang sedang dikaji. Keberadaan penelitian terdahulu sangat
penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai dasar

pijakan dalam memahami perkembangan kajian yang telah ada, sekaligus



sebagai bahan perbandingan untuk menunjukkan posisi penelitian yang

dilakukan. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti dapat

mengetahui arah perkembangan penelitian, pendekatan yang digunakan,
serta temuan-temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya.

Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk
mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang belum dikaji
secara mendalam. Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi
peneliti untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif.
Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya menjadi referensi
teoritis, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat argumentasi ilmiah serta
menunjukkan kontribusi penelitian yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, kajian terhadap penelitian terdahulu
difokuskan pada praktik pinjaman modal usaha pada pedagang kecil atau
pedagang mikro, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan informal
seperti rentenir maupun lembaga yang oleh masyarakat disebut sebagai
koperasi. Selain itu, penelitian terdahulu juga dianalisis dalam perspektif
hukum ekonomi syariah untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sesuai
atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba,
gharar, zhulm, serta pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afriliyanti (2024) dalam Skripsi nya yang
berjudul “Analisis Perspektif Islam dalam Pengambilan Keputusan
Pedagang Kaki Lima dalam Memilih Pinjaman Modal terhadap
Rentenir" Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan cara
penelitian lapangan, di mana data didapatkan melalui wawancara
mendalam dan pengamatan langsung terhadap pedagang kaki lima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang lebih

memilih rentenir sebagai sumber pembiayaan dibandingkan lembaga
keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, proses
pencairan dana yang cepat, serta tidak adanya persyaratan administratif
yang rumit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor kepraktisan dan

kebutuhan mendesak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan
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keputusan ekonomi oleh pedagang kecil. Namun demikian, praktik
pinjaman tersebut mengandung tambahan pembayaran yang telah
ditentukan sejak awal, sehingga dalam perspektif hukum ekonomi
syariah dikategorikan sebagai riba.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan literasi
keuangan serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan syariah
menjadi faktor yang memperkuat ketergantungan pedagang terhadap
rentenir. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam akses
ekonomi yang berdampak pada munculnya praktik-praktik yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah
sama-sama meneliti praktik pinjaman modal usaha pada pedagang kecil
dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Perbedaan/Pembaruan terletak pada penelitian ini yang tidak hanya

mengkaji alasan pemilihan sumber pinjaman, tetapi juga menganalisis
secara lebih komprehensif praktik pinjaman yang dilakukan oleh
lembaga yang oleh masyarakat disebut sebagai koperasi. Selain itu,
penelitian ini juga mengkaji dampak pinjaman terhadap keberlangsungan
usaha pedagang mikro, sehingga memberikan analisis yang lebih luas
dan mendalam.
. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, Abubakar, dan Basri (2022)
dalam Jurnal yang berjudul “Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke
Pedagang (Studi pada Pasar Induk Wonomulyo).” Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan
yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman yang
dilakukan oleh rentenir menggunakan sistem bunga dengan tingkat
pengembalian yang relatif tinggi. Sistem tersebut menyebabkan beban
yang cukup berat bagi pedagang kecil, terutama dalam kondisi usaha
yang tidak stabil. Beban pembayaran yang tinggi ini tidak hanya
berdampak pada kondisi keuangan pedagang, tetapi juga dapat
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menghambat perkembangan usaha serta menurunkan kemampuan
pedagang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, kegiatan tersebut
diklasifikasikan sebagai riba karena adanya tambahan yang ditetapkan
dalam perjanjian pinjaman. Selain itu, kegiatan tersebut juga bisa
mengandung unsur zhulm karena adanya ketidakseimbangan antara hak
dan kewajiban semua pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah
sama-sama meneliti praktik pinjaman modal usaha pada pedagang kecil
dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Perbedaan/Pembaruan terletak pada penelitian ini yang tidak hanya

berfokus pada praktik rentenir, tetapi juga mengkaji lembaga yang oleh
masyarakat disebut sebagai koperasi. Selain itu, penelitian ini
menganalisis mekanisme pinjaman secara lebih rinci, meliputi prosedur
peminjaman, sistem pengembalian, serta bentuk tambahan pembayaran,
yang kemudian dianalisis menggunakan konsep riba, gharar, dan zhulm
secara lebth mendalam.
. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2022) dalam Jurnal yang
berjudul “Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang
Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dampak praktik pinjaman terhadap kesejahteraan
pedagang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman dari rentenir
memberikan manfaat dalam jangka pendek, terutama dalam membantu
pedagang memenuhi kebutuhan modal usaha dan menjaga kelangsungan
usaha. Namun, dalam jangka panjang, praktik tersebut justru dapat
menurunkan tingkat kesejahteraan pedagang karena tingginya beban
pengembalian yang harus ditanggung. Kondisi ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi antara pemberi pinjaman

dan penerima pinjaman, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
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Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap
rentenir dapat menyebabkan pedagang terjebak dalam siklus utang yang
sulit untuk dihindari, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas
ekonomi mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah sama-
sama membahas cara pinjaman pada pedagang kecil dalam sudut
pandang ekonomi Islam.

Perbedaan/Pembaruan terletak pada penelitian ini yang tidak hanya
mengkaji dampak terhadap kesejahteraan secara umum, tetapi juga
menganalisis dampak terhadap keberlangsungan usaha pedagang mikro
secara lebih spesifik.

E. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research),
yaitu penelitian yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk
mendapatkan data yang faktual dan sesuai dengan kondisi nyata di
masyarakat. Penelitian lapangan dipilih karena objek yang dikaji dalam
penelitian ini adalah fenomena sosial yang terjadi secara langsung,
yakni praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di
Kecamatan Koto Baru.

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang
bertujuan untuk mengerti fenomena sosial dengan mendalam melalui
penggalian makna, proses, dan sudut pandang dari subjek penelitian.
Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik,
tetapi pada pengertian yang menyeluruh tentang realitas sosial yang
diteliti (Nurrisa & Hermina, 2025).

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk
memahami secara mendalam bagaimana praktik pinjaman modal usaha
dilakukan oleh pedagang mikro, bagaimana mekanisme peminjaman

dan pengembalian yang diterapkan, serta bagaimana pandangan dan
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pengalaman para pelaku terhadap praktik tersebut. Selain itu, cara ini
juga digunakan untuk melihat praktik tersebut dalam sudut pandang
hukum ekonomi syariah, sehingga bisa diketahui apakah praktik

tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Baru. Pemilihan
lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut
memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup aktif, khususnya
dalam sektor usaha mikro. Banyak masyarakat yang menggantungkan
hidupnya pada usaha kecil seperti berdagang, sehingga kebutuhan akan
modal usaha menjadi hal yang sangat penting.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal
seperti perbankan menyebabkan sebagian pedagang mikro memilih
alternatif lain, yaitu memanfaatkan pinjaman dari lembaga yang dikenal
sebagai koperasi oleh masyarakat. Praktik pinjaman ini memiliki
karakteristik tertentu, baik dari segi prosedur, sistem pengembalian,
maupun adanya tambahan tertentu dalam pengembalian pinjaman.

Adapun waktu penelitian dilakukan dalam periode yang disesuaikan
dengan kebutuhan penelitian, dimulai dari tahap pengumpulan
informasi hingga tahap analisis informasi. Penentuan waktu penelitian
ini bertujuan agar proses penelitian dapat berjalan secara teratur dan
memperoleh data yang maksimal.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara
langsung dalam praktik pinjaman modal usaha, yaitu pedagang mikro
sebagai pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman sebagai penyedia
modal. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan
pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah praktik pinjaman modal usaha

yang terjadi di kalangan pedagang mikro, khususnya yang berkaitan
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dengan mekanisme peminjaman, sistem pengembalian, serta
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang didapatkan
langsung dari sumber pertama di lokasi. Dalam penelitian ini, data
primer didapat dari informan yang terlibat langsung dalam praktik
pinjaman modal usaha, yaitu pedagang mikro sebagai peminjam dan
pemberi pinjaman sebagai penyedia modal.

Pengumpulan data utama dilakukan dengan wawancara
mendalam (in-depth interview) dan pengamatan langsung.
Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara rinci
mengenai praktik pinjaman, seperti prosedur peminjaman, syarat-
syarat yang harus dipenuhi, sistem pengembalian, jangka waktu
pinjaman, serta adanya tambahan atau bunga dalam pengembalian.

Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengetahui
latar belakang sosial dan ekonomi pedagang mikro, alasan mereka
memilih sumber pinjaman tersebut, serta dampak yang dirasakan
terhadap usaha mereka. Informasi ini sangat penting untuk
memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh.

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi
di lapangan, termasuk aktivitas pedagang mikro, interaksi antara
pihak peminjam dan pemberi pinjaman, serta situasi lingkungan
yang berkaitan dengan praktik pinjaman tersebut. Dengan cara ini,
data utama yang didapat benar-benar menunjukkan keadaan
sebenarnya yang ada di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang didapat dari

berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Data

sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah,
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skripsi, serta sumber lain yang berkaitan dengan hukum ekonomi
syariah dan praktik pinjaman modal usaha.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat dasar teori
dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam
menganalisis data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder
difokuskan pada konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah,
seperti akad gardh, larangan riba, unsur gharar, zhulm, serta prinsip
keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Selain itu, data sekunder juga mencakup hasil penelitian
terdahulu yang relevan, yang digunakan untuk mengetahui posisi
penelitian yang dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian
sebelumnya. Dengan adanya data sekunder, penelitian ini memiliki
dasar teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat
langsung objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi
dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi
pedagang mikro dan cara pinjaman yang terjadi di lapangan.

Melalui pengamatan, peneliti dapat melihat langsung
kegiatan pedagang, interaksi antara pihak pinjam dan pemberi
pinjam, serta keadaan lingkungan yang terkait dengan praktik itu.
Pengamatan ini membantu peneliti dalam mendapatkan data yang
lebih objektif dan tepat.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan
melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan
informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara
mendalam (in-depth interview) dengan pedagang mikro dan pihak

pemberi pinjaman.
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Wawancara dilakukan dengan cara yang fleksibel
menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan, sehingga
memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih
banyak dan mendalam. Melalui wawancara, peneliti memperoleh
informasi mengenai praktik pinjaman modal usaha, termasuk
mekanisme peminjaman, sistem pengembalian, serta dampaknya
terhadap usaha pedagang mikro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan
mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan
penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk
mendapatkan data tambahan seperti catatan transaksi, bukti
pembayaran, serta dokumen lain yang relevan.

Selain itu, dokumentasi juga bisa berupa foto kegiatan, arsip,
atau catatan lain yang bisa memperkuat hasil penelitian. Data
dokumentasi ini berperan sebagai pelengkap dan pendukung data
yang didapat melalui wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode analisis
deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengolah,
mengelompokkan, dan memahami data yang telah didapat dari
lapangan.

Proses analisis data dilakukan dengan cara teratur melalui beberapa
tahap, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan
verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pengurangan data dilakukan
dengan memilih dan menyederhanakan data yang berhubungan dengan
fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penjelasan
deskriptif sehingga mudah dimengerti.

Kemudian, data dianalisis melalui sudut pandang hukum ekonomi
syariah. Analisis ini menitikberatkan pada sejauh mana praktik

pinjaman modal usaha sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti
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akad qardh, larangan riba, elemen gharar, zhulm, serta prinsip keadilan
dan kemaslahatan dalam Islam.

Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menyajikan
gambaran menyeluruh tentang praktik peminjaman yang berlangsung,
sekaligus mencakup sejauh mana pemahamannya dengan prinsip

hukum ekonomi syariah.

. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan
membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Selain itu,
peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan
informasi dari pedagang mikro sebagai pihak peminjam dan pemberi
pinjaman sebagai pihak koperasi. Melalui teknik tersebut, data yang
diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga hasil penelitian lebih

akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
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BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1.

Pengertian dan Kedudukan Koperasi dalam Sistem Ekonomi

Koperasi memainkan peran penting sebagai salah satu jenis badan
usaha dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memberdayakan
pelaku usaha kecil dan menengah, seperti pedagang mikro. Menurut
konsepnya, koperasi didefinisikan sebagai entitas usaha yang terdiri dari
anggota berupa individu atau badan hukum koperasi, dengan
menjalankan operasional berdasarkan prinsip koperasi dan didasari oleh
asas kekeluargaan. Asas tersebut menonjolkan nilai kerja sama,
solidaritas, serta gotong royong dalam aktivitas ekonomi, sehingga
koperasi tidak semata-mata mengejar laba, melainkan juga
mengutamakan kesejahteraan kolektif anggotanya (Munthe et al., 2023).

Dalam perspektif teoritis, koperasi memiliki karakteristik yang
membedakannya dari badan usaha lainnya. Koperasi menempatkan
anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga terdapat
hubungan langsung antara kepemilikan dan pemanfaatan layanan. Hal
ini berbeda dengan badan usaha berbasis modal seperti perseroan
terbatas, di mana pemilik modal tidak selalu menjadi pengguna jasa.
Dengan demikian, koperasi memiliki orientasi pelayanan (service
oriented) yang lebih kuat dibandingkan orientasi keuntungan (profit
oriented) (Sitio, 2001).

Di samping itu, koperasi juga mewujudkan prinsip demokrasi
ekonomi dalam proses pengambilan keputusan, yakni dengan
memberikan hak suara yang setara bagi setiap anggota, terlepas dari
besaran modal yang mereka miliki. Prinsip ini mencerminkan nilai
keadilan dan kesetaraan dalam kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi

yang diterapkan dalam koperasi menjadi salah satu bentuk implementasi
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dari sistem ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai
pelaku utama dalam kegiatan ekonomi .

Dalam konteks sistem perekonomian nasional, koperasi memiliki
kedudukan yang sangat penting sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Penerapan prinsip tersebut selaras dengan semangat konstitusi yang
menegaskan bahwa perekonomian harus dibangun sebagai usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan mampu
menjadi sarana dalam menciptakan pemerataan ekonomi serta
mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Peran tersebut kian
krusial karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh
UMKM, vyang sering kali menghadapi kendala signifikan dalam
mengakses sumber daya ekonomi (Kader, 2018).

Secara yuridis, keberadaan koperasi di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam
undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Koperasi pada dasarnya
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus,
sekaligus masyarakat luas secara umum. Selain itu, koperasi juga
diharapkan mampu berperan dalam pembangunan ekonomi nasional
dengan mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemandirian
(Murwadji et al., 2017).

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, konsep koperasi
sering kali mengalami pergeseran. Banyak lembaga yang disebut
sebagai koperasi, tetapi tidak seluruhnya memenuhi ketentuan sebagai
koperasi formal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep
normatif dan realitas empiris di lapangan. Dalam penelitian ini, istilah
koperasi digunakan dalam pengertian empiris, yaitu sebagai lembaga
yang memberikan pinjaman kepada pedagang mikro, baik yang
berbentuk formal maupun informal (Sitio, 2001).

Perbedaan antara koperasi formal dan praktik koperasi di lapangan
menjadi penting untuk dianalisis, karena dapat mempengaruhi cara

pandang terhadap peran dan fungsi koperasi itu sendiri. Dalam banyak
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kasus, koperasi yang beroperasi di tingkat masyarakat lebih
menekankan pada aspek praktis, seperti kemudahan akses dan
kecepatan layanan, dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip koperasi yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi
sebagai konsep tidak selalu diterapkan secara utuh dalam praktik.

Dengan demikian, Pemahaman tentang koperasi dalam penelitian ini
menggabungkan dimensi normatif dan empiris. Pendekatan semacam
ini esensial untuk menghasilkan gambaran yang lebih akurat dan
realistis tentang praktik nyata di lapangan, terutama terkait pembiayaan
bagi pedagang mikro.

. Peran Koperasi dalam Pembiayaan Pedagang Mikro

Pedagang mikro merupakan salah satu kelompok pelaku usaha yang
memegang peran krusial dalam dinamika perekonomian, namun sering
menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal permodalan.
Modal merupakan faktor utama dalam menjalankan dan
mengembangkan usaha, namun tidak semua pedagang mikro memiliki
akses yang memadai terhadap sumber pembiayaan formal. Keterbatasan
ini menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan skala usaha
dan kesejahteraan mereka (Munthe et al., 2023).

Salah satu hambatan utama dalam mengakses pembiayaan formal
adalah persyaratan yang ketat, seperti adanya jaminan, legalitas usaha,
serta administrasi yang kompleks. Selain itu, proses pengajuan pinjaman
di lembaga keuangan formal seperti bank juga cenderung memerlukan
waktu yang lama, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang
mikro yang sering kali membutuhkan modal secara cepat (Ginting &
Mendrofa, 2025).

Dalam kondisi tersebut, koperasi muncul sebagai opsi pembiayaan
alternatif yang lebih mudah diraih. Koperasi menyediakan proses
pengajuan pinjaman yang ringan, syarat yang tidak rumit, serta

pencairan dana yang relatif cepat, sehingga sering menjadi prioritas bagi
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pedagang mikro yang mendesak membutuhkan modal kerja dalam
waktu dekat.(Ajija et al., 2018).

Namun demikian, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan
sistem yang adil. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya tambahan
pembayaran yang telah ditentukan sejak awal, sehingga dapat menjadi
beban bagi pedagang mikro. Tambahan ini sering kali tidak dipahami
secara mendalam oleh peminjam, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidakadilan dalam transaksi (INGRATUBUN, 2021).

Selain aspek ekonomi, praktik pinjaman koperasi juga dipengaruhi
oleh faktor sosial. Hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam
sering kali didasarkan pada kepercayaan dan kedekatan sosial. Hal ini
memungkinkan terjadinya transaksi tanpa perjanjian tertulis yang jelas,
sehingga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pinjaman. Akan
tetapi, pada sisi lain, kemudahan tersebut berisiko memunculkan
ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak
(Hidayati, 2014).

Dampak dari praktik pinjaman koperasi terhadap pedagang mikro
dapat bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, pinjaman tersebut
dapat membantu meningkatkan modal usaha dan memperlancar
kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik,
pinjaman tersebut dapat menjadi beban yang berat dan bahkan menjerat
pedagang mikro dalam lingkaran utang.

Dengan demikian, peran koperasi dalam pembiayaan pedagang
mikro tidak dapat dilihat secara sederhana. Perlu adanya analisis yang
lebih mendalam untuk memahami bagaimana praktik tersebut
berlangsung serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang mikro.
. Permasalahan Praktik Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, setiap transaksi wajib
didasari akad yang transparan serta sesuai dengan prinsip keadilan. Di

antara akad yang sesuai untuk pinjaman adalah qardh, yakni pemberian
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pinjaman tanpa syarat tambahan apa pun. Akad qardh ini berpijak pada
nilai ta’awun atau tolong-menolong, dan tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan (Budiman, 2013).

Namun dalam praktik koperasi yang terjadi di masyarakat, sering
ditemukan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman yang telah
ditentukan sejak awal. Tambahan ini berpotensi mengandung unsur riba,
yaitu kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Hukum
Islam melarang riba karena dianggap merugikan salah satu pihak serta
bertolak belakang dengan prinsip keadilan (Rumi & Ar, 2016).

Selain riba, praktik peminjaman di koperasi juga rentan
menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan
dalam transaksi. Gharar muncul apabila terdapat ketidakjelasan terkait
jumlah pengembalian, durasi pinjaman, atau ketentuan lainnya, yang
pada akhirnya dapat memicu kesalahpahaman dan kerugian bagi salah
satu pihak (Ista et al., 2024).

Lebih lanjut, praktik pinjaman yang memberatkan pedagang mikro
juga dapat mengandung unsur zhulm atau ketidakadilan. Hal ini terjadi
ketika peminjam berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki
pilihan lain selain menerima syarat yang ditetapkan oleh pemberi
pinjaman. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
hubungan antara kedua belah pihak (Mulawarman et al., 2025).

Dengan demikian, praktik koperasi yang menjadi fokus penelitian
ini wajib dijelaskan secara mendalam melalui lensa hukum ekonomi
syariah. Analisis tersebut bertujuan untuk mengungkap sejauh mana
praktik kebenaran nyata dengan prinsip syariah, ataukah justru
mengarah pada penyimpangan dari nilai keadilan dan tolong-menolong.

B. Pedagang Mikro
Pedagang mikro merupakan bagian dari pelaku usaha mikro yang
memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat,
khususnya di sektor informal (Al Farisi & Fasa, 2022). Dalam konteks

ekonomi Indonesia, pedagang mikro sering kali menjadi tulang punggung
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ekonomi keluarga serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi
lokal. Aktivitas perdagangan yang dilakukan umumnya berskala kecil
dengan modal terbatas, lokasi usaha sederhana, serta manajemen usaha yang
masih bersifat tradisional. Kondisi ini menjadikan pedagang mikro sebagai
kelompok usaha yang fleksibel namun sekaligus rentan terhadap tekanan
ekonomi, terutama dalam hal permodalan dan keberlangsungan usaha
(Budiarto et al., 2018).

Secara normatif, keberadaan pedagang mikro tidak dapat dilepaskan
dari konsep usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam
ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha mikro
umumnya memiliki karakteristik berupa skala usaha yang kecil, modal
usaha yang terbatas, sistem pengelolaan usaha yang sederhana, penggunaan
tenaga kerja dalam jumlah terbatas, serta rendahnya akses terhadap lembaga
pembiayaan formal.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan istilah pedagang mikro
didasarkan pada karakteristik informan penelitian yang menunjukkan
kesesuaian dengan kategori usaha mikro. Informan menjalankan aktivitas
perdagangan dalam skala kecil, menggunakan modal usaha terbatas,
memiliki sistem pengelolaan usaha yang sederhana, serta menggantungkan
hasil usaha sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-
hari. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha yang menjadi informan juga
belum memiliki administrasi usaha, legalitas usaha, maupun laporan
keuangan yang memadai sebagaimana umumnya dipersyaratkan oleh
lembaga pembiayaan formal. Oleh karena itu, pengkategorian pedagang
dalam penelitian ini sebagai pedagang mikro memiliki landasan teoritis dan

empiris yang jelas.
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Dalam praktiknya, pedagang mikro menghadapi berbagai keterbatasan
yang menghambat perkembangan usahanya. Salah satu tantangan pokok
yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang cukup
dan layak. Lembaga keuangan formal seperti bank umumnya mensyaratkan
adanya jaminan, legalitas usaha, serta laporan keuangan yang terstruktur.
Persyaratan tersebut sulit dipenuhi oleh pedagang mikro, sehingga mereka
cenderung tidak memiliki akses terhadap kredit formal. Akibatnya,
pedagang mikro mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah
dijangkau, salah satunya melalui koperasi (Perdagangan, 2013).

Koperasi dalam hal ini berperan sebagai lembaga ekonomi yang
memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk
pedagang mikro. Dengan prinsip keanggotaan dan asas kekeluargaan,
koperasi diharapkan mampu memberikan solusi atas keterbatasan akses
pembiayaan yang dialami oleh pedagang mikro. Namun demikian, dalam
praktiknya, sistem pinjaman yang diterapkan di koperasi tidak selalu sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Alhusain et al., 2019). Hal
ini menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait
dengan akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman tersebut.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik peminjaman harus
mematuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta bebas dari riba, gharar, dan
zhulm. Karenanya, pemahaman mendalam tentang kondisi pedagang mikro
sebagai peminjam menjadi krusial, guna menilai sejauh mana praktik
tersebut selaras dengan kaidah syariah. Melalui pengkajian karakteristik,
pola perilaku, serta dampak yang dirasakan pedagang mikro, penelitian ini
mampu menyajikan gambaran lebih lengkap tentang dinamika pinjaman di
koperasi yang diteliti (Rachmadi Usman, 2022).

Dengan demikian, kondisi pedagang mikro sebagaimana diuraikan di
atas menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan kebutuhan
pembiayaan, yang dalam penelitian ini diwujudkan melalui praktik

pinjaman pada koperasi. Maka dari itu, pembahasan ini berfungsi sebagai
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dasar krusial untuk mengkaji keselarasan praktik pinjaman dengan prinsip
hukum ekonomi syariah.
1. Karakteristik Pedagang Mikro
Pedagang mikro memiliki karakteristik khas yang membedakannya
dari pelaku usaha skala menengah maupun besar. Salah satu ciri utama
adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Modal yang digunakan
umumnya berasal dari dana pribadi atau pinjaman dalam jumlah kecil,
sehingga ruang gerak usaha menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan
pedagang mikro sulit untuk melakukan ekspansi usaha maupun
meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan (Tambunan, 2021).
Selain keterbatasan modal, karakteristik penting lain yang melekat
pada pedagang mikro adalah skala usaha yang relatif kecil. Aktivitas
usaha biasanya dilakukan secara sederhana dengan jumlah barang
dagangan, kapasitas produksi, maupun tingkat pendapatan yang
terbatas. Dalam banyak kasus, usaha dijalankan secara mandiri oleh
pemilik usaha atau hanya dibantu oleh anggota keluarga tanpa struktur
organisasi yang kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha
mikro memiliki pola pengelolaan yang berbeda dibandingkan
perusahaan berskala besar yang telah memiliki sistem manajemen dan
sumber daya yang lebih mapan.
pedagang mikro juga umumnya tidak memiliki sistem pencatatan
keuangan yang baik. Transaksi usaha sering kali tidak dicatat secara
sistematis, sehingga sulit untuk mengetahui kondisi keuangan usaha
secara pasti. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan dalam
mengelola keuangan serta menyusun perencanaan usaha yang matang.
Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pedagang
mikro sulit memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal (Hapsari
etal., 2017).
Di samping itu, usaha mikro pada umumnya memiliki keterbatasan
dalam aspek administrasi usaha dan legalitas usaha. Sebagian pelaku

usaha belum memiliki izin usaha, laporan keuangan, pembukuan yang
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memadai, maupun dokumen administrasi lain yang sering
dipersyaratkan oleh lembaga keuangan formal. Keterbatasan tersebut
menyebabkan pedagang mikro mengalami hambatan ketika mengajukan
pembiayaan kepada bank atau lembaga pembiayaan resmi lainnya.

Karakteristik lainnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan
hukum. Banyak pedagang mikro yang belum memahami secara
mendalam konsep-konsep keuangan, termasuk terkait dengan bunga,
margin, maupun akad dalam perspektif syariah. Kondisi ini
menyebabkan pedagang mikro cenderung menerima syarat pinjaman
tanpa memahami implikasi yang ditimbulkan (IQRAM, 2025). Dalam
praktiknya, hal ini dapat membuka peluang terjadinya ketidakadilan
dalam transaksi.

Selain literasi keuangan, sebagian pedagang mikro juga menghadapi
keterbatasan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai
pihak dalam transaksi pembiayaan. Akibatnya, mereka sering kali hanya
berorientasi pada kemudahan memperoleh dana tanpa melakukan
analisis mendalam terhadap isi perjanjian, mekanisme pengembalian,
maupun konsekuensi ekonomi dari pinjaman yang dilakukan. Kondisi
tersebut menunjukkan adanya posisi tawar yang relatif lemah dari
pedagang mikro dalam hubungan pembiayaan.

Dalam konteks penelitian ini, karakteristik pedagang mikro dapat
dilihat secara nyata pada kondisi informan penelitian. Informan
menjalankan usaha dalam skala kecil dengan modal usaha terbatas,
pengelolaan usaha yang sederhana, serta ketergantungan yang cukup
besar terhadap pendapatan harian usaha untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarga. Sebagian besar informan juga menghadapi
keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, sehingga memilih
alternatif pembiayaan yang dinilai lebih cepat, mudah, dan fleksibel.

Dengan demikian, karakteristik pedagang mikro dalam penelitian ini
menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan

pinjaman pada koperasi. Kondisi ini sekaligus menjadi dasar dalam
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menganalisis apakah praktik pinjaman tersebut telah sesuai dengan
prinsip hukum ekonomi syariah.
. Perilaku Pedagang Mikro dalam Praktik Pinjaman

Perilaku pedagang mikro dalam melakukan pinjaman umumnya
dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak, seperti tambahan modal
usaha atau kebutuhan konsumtif. Dalam kondisi tersebut, keputusan
untuk melakukan pinjaman sering kali dilakukan secara cepat tanpa
melalui pertimbangan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek
rasionalitas dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah
(Anggraeni et al., 2020).

Selain itu, pedagang mikro cenderung memilih lembaga yang
memberikan kemudahan dalam proses pinjaman, seperti persyaratan
yang sederhana dan pencairan dana yang cepat. Dalam hal ini, koperasi
menjadi pilihan utama karena dianggap lebih fleksibel dibandingkan
lembaga keuangan formal lainnya. Namun demikian, kemudahan
tersebut sering kali diiringi dengan kurangnya transparansi dalam
penjelasan akad dan perhitungan pengembalian pinjaman.

Perilaku lain yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman
terhadap isi perjanjian pinjaman. Pedagang mikro cenderung tidak
membaca atau memahami secara rinci ketentuan yang terdapat dalam
akad. Akibatnya, mereka sering kali belum sepenuhnya memahami hak
serta kewajiban yang melekat pada transaksi tersebut. Dari perspektif
hukum ekonomi syariah, situasi ini berpotensi memunculkan unsur
gharar atau ketidakjelasan dalam akad pinjaman (Dewi, 2021).

Dengan demikian, perilaku pedagang mikro dalam praktik pinjaman
pada koperasi menunjukkan adanya kecenderungan yang perlu
dianalisis secara kritis dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
khususnya terkait dengan kemungkinan adanya unsur riba, gharar, dan

zhulm.
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3. Dampak Praktik Pinjaman terhadap Pedagang Mikro

Praktik pinjaman yang dilakukan oleh pedagang mikro memiliki
dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif,
pinjaman dapat membantu pedagang mikro dalam memenuhi kebutuhan
modal usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan
pendapatan. Dalam jangka pendek, pinjaman dapat menjadi solusi atas
keterbatasan modal yang dihadapi (Susilowati et al., 2024).

Namun demikian, di sisi lain, praktik pinjaman juga dapat
menimbulkan dampak negatif, terutama jika tidak dikelola dengan baik.
Beban pengembalian yang tinggi dapat menyebabkan pedagang mikro
mengalami kesulitan keuangan, bahkan berpotensi menimbulkan
ketergantungan terhadap pinjaman. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat
memperburuk kondisi ekonomi pedagang mikro (Budiarto et al., 2018).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dampak semacam itu
perlu dikaji secara mendalam guna mempelajari apakah praktik
pinjaman telah memenuhi standar keadilan. Apabila ditemukan unsur
riba, gharar, atau zhulm dalam pelaksanaannya, transaksi tersebut
dianggap tidak sesuai dengan syariah. Dengan demikian, diperlukan
opsi akad alternatif yang lebih tepat, misalnya qardh yang berlandaskan
semangat panjang-menolong tanpa beban tambahan yang membebani
(Shohih & Setyowati, 2021).

Dengan demikian, dampak praktik pinjaman terhadap pedagang
mikro dalam penelitian ini menjadi indikator penting dalam menilai
kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah,
serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan sistem
pembiayaan melalui koperasi.

C. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah
Akad merupakan elemen fundamental dalam setiap aktivitas
ekonomi dalam Islam. Secara konseptual, akad tidak hanya dipahami
sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, tetapi juga sebagai bentuk

komitmen yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan spiritual (Ardi,
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2016). Dalam konteks ekonomi syariah, akad menjadi dasar utama yang
menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hal ini berarti setiap
transaksi yang dilakukan tanpa akad yang sah bisa dianggap tidak valid dan
berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pentingnya akad dalam ekonomi
syariah bukan hanya pada aspek formalitas, tetapi juga pada nilai-nilai etis
yang melekat dalam setiap transaksi. Akad yang sah mencerminkan
keseimbangan antara hak dan kewajiban, memastikan transparansi, dan
mencegah adanya eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam
hubungan ekonomi. Sejalan dengan hal ini, (D. Mardani, 2015) menekankan
bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam sangat bergantung pada
penerapan akad yang sesuai syariah, karena akad menjadi pengikat moral
dan hukum yang mengatur interaksi ekonomi antara individu, kelompok,
maupun institusi (Zuhdi, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, akad memiliki makna yang lebih
luas dibandingkan dengan konsep kontrak dalam sistem hukum
konvensional. Akad tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para
pihak yang terlibat, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan spiritual
yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa setiap
transaksi ekonomi dalam Islam bukan hanya soal kepentingan material,
tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi
masyarakat. Setiap akad harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (ridha),
kejujuran (shidq), amanah, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Dasar hukum akad dalam Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis yang
menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Prinsip
pemenuhan janji (al-wafa bil ‘uqud) menjadi landasan utama dalam setiap
akad, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

35G350 30 Caal i
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Secara struktural, akad memiliki unsur-unsur yang dikenal sebagai
rukun akad. Rukun akad meliputi para pihak yang berakad (aqidain), objek
akad (ma’qud ‘alaih), serta pernyataan kehendak berupa ijab dan gabul.
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Ketiga unsur ini merupakan komponen utama yang harus ada agar akad sah
secara hukum syariah. Para pihak harus memenubhi syarat kelayakan hukum,
memiliki kapasitas untuk berakad, serta bebas dari paksaan atau tekanan
(Mardani, 2015). Para pihak yang terlibat dalam akad (aqidain) adalah
subjek perjanjian yang wajib memiliki kapasitas hukum, seperti berakal
sehat, baligh, serta bertindak atas kehendak bebasnya sendiri. Objek akad
(ma’qud ‘alaih) merujuk pada materi pokok perjanjian yang harus jelas
bentuknya, halal, dan dapat diserahkan. Sementara ijab dan qabul menjadi
ungkapan kehendak dari masing-masing pihak yang menandakan
tercapainya kesepakatan dalam akad tersebut. Selain rukun, akad juga
memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kejelasan objek akad,
tidak adanya unsur spekulasi yang berlebihan, dan niat yang ikhlas.
Kejelasan serta keterbukaan dalam akad sangat esensial guna menghindari
konflik di masa mendatang. Jika salah satu rukun atau syaratnya tidak
terpenuhi, akad tersebut bisa dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan
hukum ekonomi syariah (Rozalinda, 2017).
1. Akad Qardh
Akad qardh merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum
ekonomi syariah yang memiliki karakteristik khusus sebagai akad
pinjam meminjam yang bersifat sosial dan tidak berorientasi pada
keuntungan. Dalam konsep ini, qardh bukan sekadar transaksi ekonomi,
tetapi juga implementasi nilai tolong-menolong (ta’awun) dalam
masyarakat. Oleh karena itu, qgardh memiliki dimensi moral dan sosial
yang kuat, karena bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa
membebani kewajiban tambahan (Mardani, 2015). Menekankan bahwa
gardh adalah instrumen strategis untuk mendukung kesejahteraan sosial
dan keadilan ekonomi, sekaligus menjadi sarana penguatan solidaritas
dalam masyarakat. Qardh membantu mengurangi kesenjangan
ekonomi, terutama di kalangan pedagang mikro dan masyarakat lemah

secara finansial.
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Secara konseptual, qardh didefinisikan sebagai pemberian harta
kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama
tanpa adanya tambahan yang disyaratkan di awal akad. Prinsip ini
menegaskan bahwa gardh bukan instrumen mencari keuntungan, tetapi
sarana menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Dalam praktik
ekonomi Islam, qardh menempatkan nilai kemanusiaan di atas
kepentingan material, sehingga membantu memperkuat solidaritas
sosial dan integritas moral masyarakat (Dr. Rozalinda, 2017).
Menekankan bahwa qardh memiliki fungsi strategis dalam membangun
sistem ekonomi yang etis dan inklusif, di mana transaksi ekonomi
bukan sekadar alat keuntungan, tetapi juga sarana memperkuat
kesejahteraan bersama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat
Adiwarman A. Karim yang menyatakan bahwa akad qardh merupakan
akad pinjaman yang bersifat sosial, di mana pihak pemberi pinjaman
tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut dan
harus dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman tanpa adanya
tambahan yang disyaratkan (Karim, 2004). Dalam perspektif ekonomi
Islam, qardh juga dikategorikan sebagai akad tabarru’ yang berorientasi
pada tolong-menolong, bukan pada keuntungan, sehingga setiap
tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh bertentangan dengan
prinsip syariah (Karim, 2004).

Dasar hukum akad gardh bersumber dari AI-Qur’an dan Hadis yang
menganjurkan umat Islam saling membantu melalui pinjaman tanpa
imbalan.

Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qardh, Allah SWT berfirman:

i 201575 5,58 Bl A0 Aol Uk W 5B A (im0 o3 13 03

G sea a5 dalay

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
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banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Qur’an : 245)

Hadis yang berkaitan dengan gardh:

Rasulullah SAW bersabda:

30315 WA b adle 0 500 i e D36 (e el o5

"Barangsiapa meringankan satu kesusahan (kesedihan) seorang
mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya pada
hari kiamat. Dan barangsiapa memudahkan orang yang sedang
kesulitan (terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia
dan di akhirat.” (HR. Muslim).

Konsep tersebut disebut qardh hasan, yaitu pinjaman yang diberikan
untuk meringankan beban pihak yang kesulitan tanpa mengharapkan
ketidakseimbangan materi (Budiman, 2013). Qardh hasan ini berperan
penting dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi disparitas
ekonomi, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan
secara ekonomi. Qardh menjadi alternatif yang efektif bagi pedagang
mikro untuk memperoleh modal usaha, terutama ketika sistem
perbankan konvensional tidak dapat dijangkau. Praktik qardh
memperkuat nilai sosial dan ekonomi yang berkeadilan, menjadikannya
instrumen yang relevan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan
berkelanjutan.

Dalam perkembangan ekonomi modern, akad qardh juga digunakan
dalam praktik keuangan mikro syariah sebagai salah satu instrumen
pembiayaan sosial. Qardh menjadi solusi alternatif bagi masyarakat
kecil, termasuk pedagang mikro, dalam memperoleh modal usaha tanpa
terjebak sistem bunga (Soemitra et al., 2022). Menekankan bahwa
qardh berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan
meningkatkan akses pembiayaan yang adil serta inklusif. Praktik ini
menunjukkan  fleksibilitas hukum ekonomi syariah dalam

menyesuaikan instrumen tradisional untuk memenuhi kebutuhan
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modern, sekaligus menegaskan nilai sosial dan moral di balik setiap
transaksi.

Dalam praktik pinjaman, sering terjadi penyimpangan seperti
adanya tambahan pembayaran atau ketentuan memberatkan pihak
peminjam, sehingga bertentangan prinsip syariah (HARDIANI, 2024).
Menyoroti bahwa penyimpangan ini menunjukkan pentingnya edukasi
terhadap akad gardh agar tetap sesuai prinsip syariah. Penyimpangan
ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap instrumen pembiayaan syariah. Oleh karena itu,
pengawasan dan pemahaman akad yang benar menjadi sangat penting
untuk memastikan qardh tetap menjadi solusi ekonomi yang etis dan
adil.

Selain itu, praktik pinjaman seringkali tidak memiliki kejelasan akad
sehingga menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) (Aravik &
Hamzani, 2025). Menjelaskan bahwa ketidakpastian dalam akad dapat
menimbulkan risiko konflik dan perselisihan antara pemberi dan
penerima pinjaman. Gharar tidak hanya mengurangi keadilan, tetapi
juga dapat merusak integritas sistem ekonomi syariah. Karenanya,
perumusan akad yang jelas dan transparan menjadi sangat penting
untuk mencegah gharar, melindungi hak-kewajiban para pihak, serta
menjamin penerapan prinsip syariah secara konsisten.

Analisis terhadap praktik ini juga berkaitan dengan adanya unsur
riba, gharar, dan zhulm sebagai indikator kesesuaian dengan prinsip
syariah (Hasan & Wattimena, 2024). Menekankan bahwa evaluasi
terhadap akad harus mempertimbangkan ketiga unsur ini agar transaksi
ekonomi tetap adil, etis, dan sejalan dengan nilai Islam. Implementasi
yang benar dari akad qardh akan menghindari riba (bunga), mengurangi
gharar (ketidakpastian), dan mencegah zhulm (penindasan), sehingga
memperkuat keadilan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan

bahwa akad gardh bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga alat
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moral dan sosial untuk mencapai keseimbangan ekonomi dalam
masyarakat.
. Riba dalam Akad Qardh

Riba merupakan salah satu konsep utama dalam hukum ekonomi
syariah yang memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas keuangan
dan transaksi ekonomi dalam Islam. Secara terminologis, riba
didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa
imbalan setara sesuai syariat. Dalam pengertian ini, riba tidak hanya
melanggar hukum, melainkan juga mencerminkan ketidakadilan yang
bertolak belakang dengan nilai moral dan etika Islam. Dengan
demikian, larangan riba menonjol sebagai prinsip dasar yang
membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional
(Mardani, 2015).

Larangan riba didasari oleh ajaran Islam yang kokoh. Al-Qur’an
dengan tegas mengharamkan riba karena dianggap sebagai bentuk
eksploitasi terhadap pihak lemah yang berpotensi memperlemah
keseimbangan sosial. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi
juga mencerminkan tujuan syariah (magqasid al-shariah), khususnya
dalam menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dalam konteks
tersebut, riba dianggap merusak struktur ekonomi karena menimbulkan
ketidakseimbangan hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman
(Arifin & Misaeropa, 2019).

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT
dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

Gra S8 40555 (o300 4 58 S Y1) 525 Y 30 580 Gl
Lol a%a s aall 20 a0 52050 e sl W) 1406 24 s il

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Keadaan
mereka demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba." (QS. Al-Bagarah: 275).
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam secara tegas membedakan
antara transaksi yang dibenarkan syariat dengan praktik riba yang
mengandung unsur tambahan yang tidak dibenarkan.

Dalam studi figh muamalah, riba dibedakan menjadi dua jenis
utama, yakni riba fadhl dan riba nasi’ah. Riba fadhl muncul pada
pertukaran barang sejenis yang tidak setara, sementara riba nasi’ah
timbul akibat tambahan pada pinjaman karena penangguhan
pembayaran. Kedua jenis ini menggarisbawahi bahwa Islam tidak
hanya mengharamkan tambahan dalam pinjaman, tetapi juga segala
ketidakseimbangan pertukaran yang berpotensi merugikan pihak
tertentu.

Perkembangan ekonomi modern menimbulkan perluasan
pemahaman terhadap riba, terutama dalam kaitannya dengan bunga
bank. Sebagian kalangan berpendapat bahwa bunga tidak selalu identik
dengan riba apabila tidak mengandung unsur eksploitasi. Namun,
mayoritas ulama tetap berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam
kategori riba karena adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi
pinjaman (Badruzaman, 2019).

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa konsep riba memiliki
dimensi yang kompleks. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba tidak
hanya dilihat dari bentuk tambahan semata, tetapi juga dari dampaknya
terhadap keadilan dan keseimbangan ekonomi. Setiap bentuk
keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau usaha yang
seimbang cenderung dikategorikan sebagai riba karena bertentangan
dengan prinsip keadilan distributif (Hermawansyah et al., 2023).

Lebih lanjut, praktik riba memiliki dampak yang signifikan terhadap
kehidupan ekonomi masyarakat. Secara individu, riba dapat
menimbulkan beban yang berat bagi pihak peminjam karena adanya
kewajiban tambahan di luar pokok pinjaman. Hal ini dapat
menyebabkan  ketergantungan dan kesulitan ekonomi yang

berkepanjangan. Sementara itu, secara sosial, riba dapat memperlebar
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kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses
terhadap modal dan kelompok yang tidak memiliki akses tersebut.
Dalam jangka panjang, praktik riba dapat menghambat terciptanya
kesejahteraan yang merata dalam masyarakat (Huda, 2018).
Larangan terhadap praktik riba juga ditegaskan Allah SWT dalam
QS. Ali Imran ayat 130:
20 1581 58 Lt Uzl G 1 Y 1Sl 5l e 1

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.” (QS. Ali Imran:130).

Ayat tersebut memperkuat larangan terhadap praktik pengambilan
tambahan dalam transaksi pinjaman yang berpotensi menimbulkan
ketidakadilan dan membebani pihak peminjam.

Keterkaitan antara riba dan akad qardh menjadi aspek penting dalam
analisis hukum ekonomi syariah. Akad qardh merupakan pinjaman
yang bersifat sosial dan tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam
pengembalian. Dengan demikian, setiap tambahan yang disyaratkan
dalam akad qardh dapat dikategorikan sebagai riba. Dengan demikian,
dalam konteks akad qardh, riba secara khusus merujuk pada setiap
tambahan pembayaran yang disyaratkan dalam pengembalian
pinjaman, karena bertentangan dengan prinsip dasar qardh yang
mengharuskan pengembalian dalam jumlah yang sama tanpa tambahan.

Prinsip akad qardh juga sejalan dengan konsep gardhan hasanan
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Bagarah ayat 245:

Oy 01575 50K Blatial A Ao Liald Ga L S8 Al (om0 o3 13 2
G a5 i

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai
pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan
melipatgandakan balasannya baginya dengan lipat ganda yang
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banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-
Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245).

Dalam konteks penelitian ini, praktik pinjaman modal usaha pada
pedagang mikro memiliki potensi yang cukup besar untuk mengandung
unsur riba. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap
lembaga keuangan formal, sehingga pedagang mikro sering kali
bergantung pada pinjaman informal yang tidak memiliki kejelasan
akad. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penetapan tambahan
pembayaran yang memberatkan, sehingga berpotensi menimbulkan
praktik riba dalam akad gardh.

. Gharar dalam Akad Qardh

Selain riba, dalam hukum ekonomi syariah juga dikenal larangan
terhadap gharar yang berkaitan dengan ketidakjelasan dan
ketidakpastian dalam akad. Gharar merupakan salah satu faktor yang
dapat merusak keadilan dalam transaksi karena membuka peluang
terjadinya penipuan, spekulasi, serta ketidakseimbangan informasi
antara para pihak yang bertransaksi (Afdhal et al., 2024).

Secara konseptual, gharar merujuk pada situasi ketidakjelasan dalam
transaksi, mencakup objek, harga, waktu penyerahan, atau ketentuan
lain. Ketidakpastian ini membuat salah satu pihak tidak memahami hak
dan kewajibannya secara pasti, yang dapat memicu perselisihan serta
kerugian masa depan. Dalam figh muamalah, gharar dilarang karena
melanggar prinsip transparansi dan kejujuran dalam akad (Basyariah,
2022).

Larangan gharar mencerminkan penekanan Islam pada kejelasan
dan keterbukaan dalam transaksi. Akad wajib dirumuskan secara
eksplisit dan dimengerti oleh semua pihak, agar tidak ada yang
dirugikan karena kurangnya informasi atau ketidaktahuan. Dengan
demikian, gharar bukan sekadar isu teknis, melainkan juga dimensi

etika dalam interaksi muamalah.
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Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa
ayat 29:

B 533 (58 o V) Jially i 0 el 1B Y Gl i
82 (yal

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
Jjalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi dalam Islam
harus dilakukan secara jelas, jujur, dan atas dasar kerelaan kedua belah
pihak. Kerelaan tersebut hanya dapat terwujud apabila para pihak
memahami isi akad, hak, kewajiban, serta ketentuan transaksi secara
transparan.

Dalam konteks ekonomi modern, gharar sering dikaitkan dengan
konsep risiko (7isk) dan ketidakpastian (uncertainty). Namun, penting
untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk risiko dilarang dalam Islam.
Risiko yang wajar dan dapat diprediksi masih diperbolehkan, karena
merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang produktif. Sebaliknya,
gharar yang dilarang adalah ketidakpastian yang berlebihan (gharar
fahish), yang menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang
dirugikan atau tidak memiliki informasi yang cukup dalam mengambil
keputusan (Aziz, 2021).

Lebih lanjut, Gharar dapat muncul dalam beragam bentuk pada
aktivitas ekonomi, misalnya ketidakjelasan terkait jumlah pembayaran,
perubahan syarat secara sepihak, tidak adanya perjanjian tertulis, serta
adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal. Dalam
konteks pinjaman modal usaha, gharar sering terjadi ketika tidak
terdapat kejelasan mengenai besaran pengembalian, jangka waktu
pembayaran, maupun sanksi keterlambatan.

Larangan terhadap ketidakjelasan dalam akad juga sejalan dengan

hadis Rasulullah SAW:
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“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi yang
mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat
merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Dalam realitas pedagang mikro, kondisi gharar sering kali muncul
akibat keterbatasan pengetahuan dan posisi tawar yang lemah.
Pedagang mikro cenderung menerima perjanjian yang tidak jelas
karena kebutuhan modal yang mendesak. Fenomena ini
mengindikasikan bahwa gharar tidak semata timbul dari aspek teknis,
melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dalam akad qardh, gharar secara khusus merujuk
pada ketidakjelasan dalam unsur-unsur akad seperti jumlah
pengembalian, jangka waktu, serta syarat-syarat lainnya, yang dapat
merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip
transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

. Zhulm dalam Akad Qardh

Zhulm merupakan konsep yang mencerminkan segala bentuk
ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Dari sudut hukum ekonomi
syariah, zhulm bisa mencakup eksploitasi, pemaksaan, atau penetapan
syarat tak seimbang yang merugikan salah satu pihak (Permana & Nisa,
2024).

Zhulm sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan (‘adl) dalam
Islam. Setiap transaksi wajib dilandasi kerelaan kedua pihak tanpa
tekanan apa pun. Jika salah satu pihak berada dalam posisi lemah tanpa
alternatif, situasi itu dapat diklasifikasikan sebagai zhulm (Azzam,

2022).
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Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi ditegaskan dalam firman
Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90:

SRl oaadl e Lalss Lol o3 o5 Y5 sl 52 )

O5R% ?ﬁ’d E‘SL‘"-‘CG"-‘SU

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.
An-Nahl: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip
fundamental dalam ajaran Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan
hubungan muamalah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang
mengandung ketimpangan, pemaksaan, atau merugikan salah satu
pihak bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan syariah.

Dalam praktik pinjaman modal usaha pedagang mikro, zhulm sering
kali terjadi akibat ketimpangan posisi antara pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman. Pedagang mikro yang membutuhkan modal
cenderung menerima syarat yang memberatkan karena tidak memiliki
alternatif lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi
tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi
syariah.

Larangan terhadap tindakan zhulm juga ditegaskan dalam firman
Allah SWT dalam QS. Al-Bagarah ayat 279:

G5l V5 & Al 20580 sty 1808 5 (48

"Maka jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:279).

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi yang dibenarkan dalam
Islam adalah transaksi yang tidak mengandung unsur menzalimi
maupun dizalimi. Dengan demikian, hubungan ekonomi harus

dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
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Hubungan antara riba, gharar, dan zhulm menunjukkan bahwa
ketiganya merupakan satu kesatuan dalam menilai keabsahan suatu
transaksi. Riba berkaitan dengan tambahan yang tidak dibenarkan,
gharar berkaitan dengan ketidakjelasan, dan zhulm berkaitan dengan
ketidakadilan. Dalam praktiknya, ketiga unsur ini sering muncul secara
bersamaan, khususnya dalam pinjaman informal pada pedagang mikro.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, konsep riba, gharar,
dan zhulm tidak hanya dipahami sebagai norma dalam hukum ekonomi
syariah, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk
mengkaji praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro. Riba
digunakan untuk mengidentifikasi adanya tambahan yang disyaratkan
dalam transaksi pinjaman, gharar digunakan untuk menilai tingkat
kejelasan akad dan transparansi dalam perjanjian, sedangkan zhulm
digunakan untuk melihat ada atau tidaknya unsur ketidakadilan dalam
hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman. Ketiga konsep
tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator utama dalam menilai
kesesuaian praktik pinjaman dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah.

Lebih lanjut, penerapan konsep-konsep tersebut dalam penelitian ini
dilakukan dengan melihat realitas praktik pinjaman yang terjadi di
kalangan pedagang mikro, khususnya yang memiliki keterbatasan akses
terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menyebabkan
pedagang mikro sering kali berada dalam posisi yang lemah, sehingga
berpotensi menerima syarat-syarat pinjaman yang tidak sepenuhnya
sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, melalui analisis terhadap
riba, gharar, dan zhulm, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai praktik pinjaman modal usaha
yang terjadi, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut
mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam

perspektif hukum ekonomi syariah.
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Dengan demikian, dalam akad qardh, zhulm secara khusus tercermin
pada adanya beban tambahan, syarat yang tidak seimbang, serta kondisi
keterpaksaan yang dialami oleh pihak peminjam, sehingga bertolak

belakang dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Koto Baru
Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu kecamatan yang berada
di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kecamatan ini memiliki luas wilayah
sekitar 1,64 km? atau 164 hektare. Kecamatan Koto Baru terdiri dari 6
desa/kelurahan, yaitu Kampung Tengah, Dujung Sakti, Permai Indah, Koto
Baru, Koto Limau Manis, dan Sri Menanti.
Adapun rincian luas wilayah masing-masing desa/kelurahan

berdasarkan data tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah
1 | Kampung Tengah 35 Ha
2 | Dujung Sakti 30 Ha
3 | Permai Indah 35 Ha
4 | Koto Baru 25 Ha
5 | Koto Limau Manis 21 Ha
6 | Sri Menanti 18 Ha
Total 164 Ha

Berdasarkan data tersebut, desa/kelurahan dengan luas wilayah
terbesar adalah Kampung Tengah dan Permai Indah dengan luas masing-
masing 35 hektare, sedangkan wilayah terkecil adalah Sri Menanti dengan

luas 18 hektare.

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu wilayah yang memiliki
aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, terutama pada
sektor perdagangan dan wusaha mikro. Sebagian masyarakat
menggantungkan penghasilan dari usaha kecil seperti berdagang makanan,
minuman, sayuran, serta kebutuhan harian lainnya. Aktivitas perdagangan

tersebut menjadi salah satu sumber utama perekonomian masyarakat.
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Dalam menjalankan usaha, para pedagang mikro sering menghadapi
kendala keterbatasan modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian
masyarakat memilih pinjaman yang mudah dan cepat diperoleh untuk
memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Kemudahan
proses pencairan dana tanpa prosedur yang rumit membuat praktik pinjaman

modal usaha berkembang di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Kecamatan Koto Baru dipilih sebagai lokasi
penelitian karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik pinjaman
modal usaha pada pedagang mikro dalam perspektif hukum ekonomi

syariah.

. Lembaga Pinjaman Modal

Dalam Penelitian ini, Yang Di Maksud dengan lembaga pinjaman
modal Usaha adalah Pihak Yang Memberi pinjaman kepada masyarakat dan
oleh Masyarakat menyebutnya Sebagai koperasi, meskipun belum di
Ketahui secara pasti apakah memiliki badan Hukum Resmi Atau Tidak.

Bagi masyarakat, koperasi lebih dipahami sebagai tempat untuk
mendapatkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat. Hal ini
menjadi alasan utama pedagang mikro memilih koperasi dibandingkan
lembaga keuangan formal yang biasanya memiliki prosedur lebih rumit.
. Letak Koperasi

Koperasi ini berada di wilayah Kecamatan Koto Baru dan cukup
dikenal oleh masyarakat, khususnya para pedagang mikro. Keberadaannya
tidak selalu dalam bentuk lembaga formal, namun tetap menjadi tempat
yang sering didatangi oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Dalam praktiknya, pedagang yang membutuhkan tambahan modal
usaha datang langsung ke tempat koperasi untuk mengajukan pinjaman.
Mereka menyampaikan kebutuhan pinjaman secara langsung kepada pihak
pemberi pinjaman, kemudian dilakukan kesepakatan mengenai jumlah

pinjaman dan cara pengembalian.
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Proses ini berlangsung secara sederhana tanpa adanya prosedur
administratif yang rumit. Tidak banyak persyaratan yang harus dipenuhi,
sehingga memudahkan pedagang dalam memperoleh pinjaman.

Hubungan antara pedagang dan pemberi pinjaman juga cenderung
bersifat langsung dan didasarkan pada kepercayaan. Hal ini membuat
koperasi menjadi salah satu pilihan utama bagi pedagang mikro dalam
memenuhi kebutuhan modal usaha.

. Struktur Koperasi

Struktur koperasi dalam penelitian ini tergolong sangat sederhana.
Kegiatan peminjaman dikelola oleh satu orang yang sekaligus bertindak
sebagai pemberi pinjaman, dengan modal yang berasal dari dana pribadi.

Tidak terdapat struktur organisasi yang lengkap seperti koperasi
pada umumnya. Seluruh kegiatan, mulai dari pemberian pinjaman,
penentuan jumlah pinjaman, hingga penagihan pembayaran dilakukan
secara langsung oleh orang tersebut.

Sistem yang digunakan lebih bersifat sederhana dan berdasarkan
kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun tidak memiliki struktur
formal, koperasi ini tetap berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena
kemudahan yang ditawarkan.

. Pedagang Mikro

Pedagang mikro dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha kecil
yang menjalankan usaha secara mandiri dengan skala terbatas. Usaha yang
dijalankan antara lain warung sembako, penjualan gorengan, minuman, dan
usaha kecil lainnya yang menjadi sumber utama penghasilan.

Sebagian besar pedagang menjalankan usaha sendiri tanpa tenaga
kerja tambahan, meskipun ada juga yang dibantu oleh anggota keluarga.
Dalam menjalankan usaha, mereka sering menghadapi berbagai kendala,
terutama keterbatasan modal dan ketidakstabilan pendapatan.

Modal yang terbatas membuat pedagang tidak dapat menambah stok

barang dalam jumlah banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh juga
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terbatas. Selain itu, kondisi usaha yang tidak selalu stabil juga menjadi
tantangan dalam mempertahankan usaha.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian pedagang memilih untuk
meminjam uang sebagai tambahan modal usaha. Pinjaman ini digunakan
untuk menambah barang dagangan atau menjaga kelangsungan usaha agar

tetap berjalan.

. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang, yaitu tiga
pedagang mikro dan satu orang pemberi pinjaman yang oleh masyarakat
disebut sebagai koperasi kilat.

Tiga orang pedagang mikro yang dijadikan informan merupakan
pelaku usaha kecil yang pernah meminjam uang, sehingga memiliki
pengalaman langsung terkait praktik pinjaman. Salah satu merupakan
pedagang warung sembako, sedangkan yang lainnya adalah pedagang usaha
kecil seperti gorengan atau minuman.

Sementara itu, informan dari pihak koperasi adalah individu yang
memberikan pinjaman kepada pedagang. Dari informan ini diperoleh
informasi mengenai sistem peminjaman, kesepakatan yang dilakukan, serta
mekanisme pengembalian pinjaman.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No | Inisial Jenis Jenis Pengalaman | Keterangan
Informan Usaha
1 | DN Pemberi Memberi Pihak yang
pinjaman pinjaman memberikan
pinjaman
(disebut
koperasi
masyarakat)
2 | YT Pedagang | Usaha Peminjam Meminjam
Mikro kecil untuk
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(gorengan/ menambahkan
minuman) barang
dagangan
3 | AR Pedagang | Usaha Peminjam Meminjam
mikro kecil untuk
menambah
barang
dagangan
4 | NV Pedagang | Warung Peminjam Meminjam
mikro sembako untuk
menambah
modal Usaha

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari
tiga pedagang mikro sebagai pihak peminjam dan satu orang pemberi pinjaman.
Penggunaan kode informan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas

narasumber dalam penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu
dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik pinjaman modal usaha.
Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan berdasarkan
banyaknya responden, tetapi berdasarkan kedalaman informasi yang diperoleh.
Informasi yang diberikan oleh para informan dalam penelitian ini telah
menunjukkan data yang berulang dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga

dianggap telah mencapai titik kejenuhan data (data saturation).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Koperasi
Kilat

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Baru yang
merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang
cukup berkembang, khususnya pada sektor usaha mikro. Sebagian besar
masyarakat di wilayah ini menggantungkan penghasilan dari usaha kecil
seperti berdagang makanan, minuman, serta kebutuhan sehari-hari. Usaha-
usaha tersebut pada umumnya bersifat mandiri dengan skala kecil, sehingga
sangat bergantung pada ketersediaan modal usaha.

Dalam menjalankan usahanya, para pedagang mikro tidak terlepas
dari berbagai kendala, terutama keterbatasan modal. Kondisi ini seringkali
menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha, bahkan dalam
beberapa kasus dapat mengganggu keberlangsungan usaha itu sendiri.
Ketika modal tidak mencukupi, pedagang mikro cenderung mencari
alternatif pembiayaan yang mudah diakses, cepat, dan tidak memerlukan
persyaratan yang rumit.

Salah satu alternatif yang dimanfaatkan oleh pedagang mikro di
Kecamatan Koto Baru adalah lembaga yang oleh masyarakat dikenal
sebagai koperasi. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pada
tahap awal peneliti belum mengetahui secara pasti nama lembaga tersebut.
Para pedagang mikro hanya menyebutnya sebagai “koperasi” tanpa
mengetahui identitas atau nama resminya. Hal ini menunjukkan bahwa
keberadaan lembaga tersebut lebih dikenal berdasarkan fungsi dan
praktiknya, bukan berdasarkan legalitas atau identitas formalnya

Setelah dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak
pengelola, barulah diketahui bahwa lembaga tersebut bernama Koperasi

Kilat. Penemuan ini menjadi penting karena memberikan kejelasan
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mengenai objek penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa informasi
mengenai lembaga tersebut di kalangan masyarakat masih bersifat terbatas.

Praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan di Koperasi Kilat
memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga
keuangan formal. Sistem yang diterapkan cenderung sederhana dan lebih
mengutamakan kemudahan bagi peminjam (Suharto, 2022). Proses
pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung, di mana calon peminjam
datang ke lokasi koperasi untuk mengajukan pinjaman tanpa melalui
prosedur administrasi yang rumit.

Hal ini menjadi daya tarik utama bagi pedagang mikro karena
mereka tidak perlu menghadapi proses yang panjang seperti pengisian
formulir yang kompleks maupun persyaratan administratif lainnya
sebagaimana yang umumnya ditemukan pada lembaga keuangan formal.
Dengan demikian, koperasi ini menjadi salah satu solusi bagi pedagang
mikro yang membutuhkan dana dalam waktu cepat.

Dalam hal persyaratan, Koperasi Kilat menetapkan ketentuan yang
relatif mudah dipenuhi. Peminjam diminta untuk menyerahkan dokumen
pribadi sebagai jaminan, seperti ijazah pendidikan mulai dari tingkat SD,
SMP, hingga SMA. Dalam praktiknya, ijazah menjadi jaminan yang paling
umum digunakan oleh masyarakat.

Untuk pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, peminjam dapat
menggunakan ijazah S1 atau sertifikat sebagai jaminan tambahan. Selain
itu, buku nikah juga dapat digunakan sebagai syarat tambahan apabila
peminjam ingin menambah jumlah pinjaman. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pihak koperasi cukup fleksibel dalam menentukan
bentuk jaminan yang digunakan oleh peminjam.

Namun demikian, dokumen yang dijadikan sebagai jaminan akan
tetap ditahan oleh pihak koperasi sampai pinjaman dilunasi. Penggunaan
jjazah sebagai jaminan menunjukkan bahwa pihak koperasi menahan
dokumen penting milik peminjam hingga seluruh kewajiban pembayaran

selesai dilakukan.
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Dari segi akad, praktik pinjaman yang dilakukan di Koperasi Kilat
dilakukan secara lisan antara pihak koperasi dan peminjam. Kesepakatan
terkait jumlah pinjaman, besaran angsuran, serta jangka waktu
pengembalian disampaikan secara langsung kepada peminjam sebelum
pinjaman diberikan. Hal ini sejalan dengan pendapat (D. Mardani, 2015)
yang menyatakan bahwa akad dalam muamalah dapat dilakukan secara lisan
selama terdapat unsur kerelaan (ridha) antara para pihak.

Meskipun pihak koperasi melakukan pencatatan internal terhadap
transaksi yang dilakukan, peminjam tidak diberikan salinan atau bukti
tertulis yang dapat dijadikan pegangan. Hubungan antara kedua belah pihak
lebih didasarkan pada unsur kepercayaan. Namun di sisi lain, tidak adanya
bukti tertulis yang dipegang oleh peminjam dapat menimbulkan risiko
apabila terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari.

Dalam hal pengembalian pinjaman, sistem yang diterapkan adalah
pembayaran secara harian dengan jangka waktu selama 30 hari. Sistem ini
mengharuskan peminjam untuk melakukan pembayaran setiap hari dengan
jumlah angsuran yang telah ditentukan sejak awal.

Sebagai contoh, apabila seorang pedagang mikro meminjam sebesar
Rp1.000.000, maka ia diwajibkan untuk membayar sebesar Rp40.000 per
hari selama 30 hari. Dengan demikian, total pengembalian menjadi
Rp1.200.000. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih antara jumlah
pinjaman dengan jumlah pengembalian yang harus dibayarkan oleh
peminjam.

Sistem pembayaran harian ini pada satu sisi dianggap memudahkan
karena jumlah angsuran relatif kecil jika dilihat per hari. Namun di sisi lain,
sistem tersebut juga dapat menjadi beban bagi peminjam, terutama ketika
kondisi usaha sedang tidak stabil atau pendapatan harian menurun.

Selain itu, dalam praktiknya peminjam diwajibkan untuk datang

langsung ke tempat koperasi untuk melakukan pembayaran. Meskipun tidak
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B.

ada sistem penagihan langsung, kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi
sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, terdapat pula aturan tambahan yang diberlakukan
oleh pihak koperasi. Apabila peminjam mengalami keterlambatan
pembayaran sebanyak tiga hingga empat kali, maka pihak koperasi dapat
memberikan sanksi berupa penyebaran informasi kepada masyarakat atau
yang dikenal dengan istilah “diviralkan”. Kondisi tersebut menimbulkan
tekanan sosial bagi peminjam karena berkaitan dengan nama baik di
lingkungan masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula adanya sistem pinjaman berkelanjutan.
Dalam sistem ini, peminjam yang telah melakukan pembayaran sebanyak
15 kali diberikan kesempatan untuk kembali mengajukan pinjaman baru
meskipun pinjaman sebelumnya belum sepenuhnya lunas. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya pola pinjaman yang dilakukan secara berulang oleh
sebagian peminjam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik pinjaman di
Koperasi Kilat memberikan kemudahan akses modal bagi pedagang mikro
melalui proses yang cepat dan sederhana. Namun di sisi lain, sistem tersebut
juga menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi dan sosial bagi para
peminjam.

Hasil Wawancara
1. Identitas Informan
Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yang
memiliki keterkaitan langsung dengan praktik pinjaman yang diteliti,
yaitu pihak koperasi dan pedagang mikro.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No | Inisial Jenis Jenis Pengalaman | Keterangan | Waktu/Tangg
Informan Usaha al Wawancara
1 | DN Pemberi Memberi Pihak yang | 4 April 2026
pinjaman pinjaman memberikan
pinjaman
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(disebut
koperasi
masyarakat)
YT Pedagang | Usaha Peminjam Meminjam 7 April 2026
Mikro kecil untuk
(gorengan/ menambahkan
minuman) barang
dagangan
AR Pedagang | Usaha Peminjam Meminjam 9 April 2026
mikro kecil untuk
menambah
barang
dagangan
AN Pedagang Warung | Peminjam Meminjam 13 April 2026
mikro Sembako untuk
tambahan
modal usaha

2. Hasil Wawancara dengan Pihak Koperasi (DN)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, DN menjelaskan

bahwa Koperasi Kilat hadir untuk membantu masyarakat kecil,

khususnya pedagang mikro yang kesulitan mendapatkan modal usaha.

Menurutnya, banyak pedagang membutuhkan tambahan modal untuk

menjalankan usaha, namun mengalami kesulitan apabila meminjam ke

bank karena prosedur dan persyaratannya dianggap rumit. Oleh karena

itu, koperasi menyediakan pinjaman dengan proses yang lebih mudah

dan cepat.

“Kami di sini memang membantu pedagang yang butuh modal

cepat, terutama yang usaha kecil-kecil seperti jualan di depan

rumah. Banyak dari mereka sebenarnya butuh tambahan uang untuk

belanja barang dagangan, tapi kalau ke bank itu susah karena harus
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ada syarat macam-macam. Jadi kami buat sistem yang lebih
sederhana, supaya mereka bisa langsung dapat modal tanpa harus
menunggu lama.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang

Berinisial DN, 4 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tujuan
koperasi memberikan pinjaman adalah untuk membantu masyarakat

memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih mudah dan cepat.

DN menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman dibuat
sederhana agar masyarakat tidak merasa kesulitan ketika ingin
meminjam modal. Peminjam hanya perlu datang langsung dan
membawa jaminan berupa dokumen pribadi seperti ijazah atau
sertifikat. Setelah itu, pinjaman dapat segera diproses dan biasanya dana

dapat dicairkan pada hari yang sama.

“Prosesnya juga tidak ribet, cukup datang ke sini, bawa jaminan
seperti ijazah, bisa SD, SMP, SMA. Kalau mau pinjam lebih besar
bisa pakai ijazah S1 atau sertifikat, nanti langsung kami proses.
Biasanya tidak butuh waktu lama, bahkan bisa langsung cair di hari
yang sama. Yang penting bagi kami peminjam punya tanggung
jawab untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan
dan ada jaminan sebagai pegangan kami.” (Wawancara dengan

pihak Koperasi Kilat yang berinisial DN, 4 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
persyaratan pinjaman di Koperasi Kilat relatif mudah sehingga

masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan cepat.

Dalam wawancara, DN menjelaskan bahwa sistem pembayaran
dilakukan secara harian selama 30 hari. Menurutnya, pembayaran harian
dianggap lebih ringan bagi peminjam dibandingkan harus membayar

sekaligus dalam jumlah besar. Namun, total pengembalian yang
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dibayarkan peminjam lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman awal

karena terdapat keuntungan yang diambil oleh pihak koperasi.

“Untuk pembayaran, kami buat sistem harian supaya peminjam
tidak merasa terlalu berat kalau harus bayar sekaligus. Jadi misalnya
pinjam 1.000.000 cukup bayar 40.000 per hari selama 30 hari.
Memang kalau dihitung totalnya jadi lebih, tapi itu memang sudah
sistem yang berjalan di sini dan dari situlah kami mendapatkan
keuntungan.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang
Berinisial DN, 4 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem
pembayaran dilakukan setiap hari dengan jumlah pengembalian yang

lebih besar dari pinjaman awal.

DN menjelaskan bahwa apabila peminjam terlambat membayar,
pihak koperasi akan terlebih dahulu memberikan peringatan. Akan
tetapi, apabila keterlambatan terus terjadi dan tidak ada pembayaran
sama sekali, pithak koperasi akan mengambil tindakan tertentu agar

peminjam segera melunasi kewajibannya.

“Kalau ada yang telat bayar, biasanya kami ingatkan dulu. Tapi
kalau sudah beberapa kali tidak ada pembayaran, kami bisa ambil
tindakan supaya ada efek jera. Kadang bisa diumumkan supaya yang
bersangkutan punya tanggung jawab untuk segera melunasi.”
(Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4
April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
koperasi memiliki mekanisme penagihan terhadap peminjam yang

mengalami keterlambatan pembayaran.

DN menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi

terlebih dahulu memberitahukan jumlah pembayaran harian serta total
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pengembalian yang harus dibayar oleh peminjam. Dengan demikian,

peminjam telah mengetahui sistem pembayaran sejak awal.

“Sebelum uang diberikan, kami jelaskan dulu berapa bayarnya
setiap hari dan total yang harus dikembalikan sampai selesai. Jadi
peminjam sudah tahu dari awal bagaimana sistem pembayarannya.”
(Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4
April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terdapat
penjelasan mengenai sistem pembayaran sebelum akad pinjaman

dilakukan antara pihak koperasi dan peminjam.

DN menjelaskan bahwa setiap transaksi pinjaman dicatat oleh pihak
koperasi untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
Pencatatan tersebut meliputi identitas peminjam, jumlah pinjaman, dan

pembayaran angsuran.

“Setiap ada yang pinjam kami catat nama, alamat, jumlah pinjaman,
dan pembayaran angsurannya supaya jelas dan tidak terjadi
kesalahpahaman.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang

Berinisial DN, 4 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak
koperasi melakukan pencatatan sederhana sebagai bentuk administrasi

dalam proses pinjaman.

. Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro (YT)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, YT menjelaskan
bahwa alasan memilih meminjam di Koperasi Kilat karena prosesnya
cepat dan tidak rumit dibandingkan melakukan pinjaman ke bank.
Menurutnya, koperasi lebih mudah diakses oleh masyarakat kecil yang
membutuhkan tambahan modal usaha.

“Saya pinjam di sini karena cepat cair dan tidak ribet. Kalau ke bank

itu banyak syarat, jadi kami yang usaha kecil ini susah. Di sini cukup
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bawa ijazah saja sudah bisa pinjam.” (Hasil Wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April
2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kemudahan
persyaratan dan kecepatan pencairan menjadi alasan utama pedagang

mikro memilih melakukan pinjaman di Koperasi Kilat.

YT menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman di Koperasi
Kilat dirasakan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
Menurutnya, proses yang sederhana sangat membantu pedagang kecil

yang membutuhkan dana cepat untuk usaha.

“Prosesnya cepat dan tidak banyak syarat, jadi kami yang butuh
modal bisa langsung terbantu.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang

Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses

pengajuan pinjaman di Koperasi Kilat relatif mudah dan cepat.

YT menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi
terlebih dahulu menjelaskan ketentuan pembayaran dan aturan pinjaman

kepada peminjam.

“Sebelum pinjam biasanya dijelaskan dulu cara bayarnya dan berapa
yang harus dibayar setiap hari.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang

Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pihak koperasi

memberikan penjelasan mengenai ketentuan pinjaman sebelum akad

dilakukan.

YT menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui jumlah
pembayaran harian dan total angsuran sebelum menerima pinjaman dari

koperasi.
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“Dari awal sudah diberitahu berapa bayarnya setiap hari, jadi kami
sudah tahu sistem pembayarannya.” (Hasil Wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April
2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
peminjam telah mengetahui ketentuan pembayaran sebelum menerima

pinjaman.

YT menjelaskan bahwa pinjaman yang diperoleh digunakan untuk
menambah modal usaha, terutama membeli barang dagangan agar usaha

tetap berjalan.

“Kalau tidak pinjam, kadang susah mau tambah barang dagangan.

Jadi pinjaman ini sangat membantu, apalagi kalau lagi butuh uang
cepat.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai
peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pinjaman

digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha pedagang mikro.

YT menjelaskan bahwa ketika modal usaha habis, usaha menjadi
sulit berjalan karena tidak ada dana untuk membeli barang dagangan.
Hal tersebut membuat pedagang terkadang harus kembali melakukan

pinjaman.

“Kalau modal habis, usaha jadi susah jalan. Kadang harus pinjam
lagi supaya bisa tambah barang dagangan.” (Hasil Wawancara
dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7
April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
keterbatasan modal dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha

pedagang mikro.

YT mengakui bahwa sistem pembayaran harian yang diterapkan

koperasi cukup memberatkan, terutama ketika kondisi usaha sedang
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sepi. Selain itu, jumlah pengembalian pinjaman juga lebih besar

dibandingkan jumlah pinjaman awal.

“Bayarnya tiap hari itu yang kadang terasa berat, apalagi kalau
dagangan lagi sepi. Tapi tetap diusahakan bayar, karena sudah jadi
tanggung jawab.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro
sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

“Memang bayarnya jadi lebih dari yang dipinjam, tapi mau
bagaimana lagi. Yang penting bisa dapat modal dulu untuk usaha.”
(Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem
pembayaran harian dan adanya tambahan pengembalian dirasakan

cukup memberatkan oleh pedagang mikro.

YT mengungkapkan bahwa terdapat rasa khawatir apabila
mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya kemungkinan

diumumbkan oleh pihak koperasi.

“Kalau sampai telat bayar, takut juga karena bisa diumumkan. Jadi
walaupun berat, tetap diusahakan jangan sampai telat.” (Hasil
Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
keterlambatan pembayaran menimbulkan tekanan psikologis bagi

peminjam.

YT menyatakan bahwa kemungkinan melakukan pinjaman kembali

tetap ada apabila usaha masih membutuhkan tambahan modal.

“Kalau usaha masih butuh modal kemungkinan pinjam lagi tetap
ada.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam

yang berinisial YT, 7 April 2026).
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Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pedagang
mikro masih memiliki ketergantungan terhadap pinjaman sebagai

tambahan modal usaha.

. Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro (AR)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, AR menjelaskan
bahwa dirinya memilih meminjam di Koperasi Kilat karena sedang
membutuhkan tambahan modal usaha dalam waktu cepat. Menurutnya,
proses pinjaman di koperasi lebih mudah dibandingkan meminjam ke
bank yang memiliki banyak persyaratan.

“Saya pinjam di sini karena lagi butuh modal cepat, sementara kalau

ke bank itu susah dan lama. Di sini prosesnya cepat, jadi bisa

langsung dipakai lagian syaratnya cuma ijazah.” (Hasil wawancara

dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9

April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan
modal usaha dan kemudahan proses menjadi alasan utama AR

melakukan pinjaman di Koperasi Kilat.

AR mengatakan bahwa proses pengajuan pinjaman tidak terlalu sulit
karena hanya perlu membawa jaminan dan menunggu sebentar sampai

pinjaman diproses.

“Menurut saya prosesnya gampang, tidak berbelit-belit. Setelah
bawa syarat, biasanya tidak lama langsung bisa cair.” (Hasil
wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial AR, 9 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses
pinjaman di Koperasi Kilat dirasakan cukup mudah oleh pedagang

mikro.
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AR menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi
terlebih dahulu memberitahukan aturan pembayaran dan cara

pengembalian pinjaman.

“Sebelum uang diberikan biasanya dijelaskan dulu cara bayarnya,
berapa per hari, dan kapan harus selesai.” (Hasil wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April
2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peminjam
telah memperoleh penjelasan mengenai ketentuan pinjaman sebelum

melakukan akad.

AR menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui jumlah

angsuran harian sebelum menerima pinjaman dari koperasi.

“Saya sudah tahu dari awal berapa yang harus dibayar setiap hari,
jadi tinggal ikut sesuai kesepakatan.” (Hasil wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April
2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa

ketentuan pembayaran telah diketahui oleh peminjam sejak awal.

AR menjelaskan bahwa pinjaman digunakan untuk membeli barang
dagangan dan memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari agar usaha tetap

berjalan.

“Biasanya uang pinjaman dipakai untuk tambah barang jualan dan
kebutuhan usaha lainnya supaya tetap bisa berdagang.” (Hasil
wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial

AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman

digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pedagang mikro.
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AR mengungkapkan bahwa ketika modal habis, dirinya terkadang
tidak dapat berjualan karena tidak memiliki uang untuk membeli barang

dagangan.

“Kalau modal habis biasanya jualan jadi berhenti dulu, karena tidak
ada uang lagi untuk belanja barang dagangan.” (Hasil wawancara
dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9
April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa
keterbatasan modal sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha

pedagang mikro.

AR mengaku bahwa sistem pembayaran harian cukup memberatkan,
terutama ketika pendapatan dari hasil jualan sedang menurun. Selain itu,
jumlah pengembalian yang lebih besar dari pinjaman awal juga

dirasakan cukup berat.

“Bayarnya setiap hari kadang bikin berat kalau jualan sedang sepi.
Apalagi jumlah yang dikembalikan lebih banyak dari uang yang
dipinjam.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai

peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem
pembayaran harian dan tambahan pengembalian dirasakan cukup

membebani pedagang mikro.

AR menyatakan bahwa dirinya merasa khawatir apabila terlambat
membayar angsuran karena takut mendapatkan teguran dari pihak

koperasi.

“Kalau telat bayar pasti merasa takut, jadi sebisa mungkin tetap
diusahakan bayar walaupun keadaan lagi susah.” (Hasil wawancara
dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9
April 2026).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa

keterlambatan pembayaran menimbulkan tekanan bagi peminjam.

AR mengatakan bahwa kemungkinan melakukan pinjaman kembali

tetap ada apabila usaha masih membutuhkan tambahan modal.

“Kalau usaha masih kurang modal kemungkinan pinjam lagi tetap
ada, supaya usaha bisa terus jalan.” (Hasil wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April
2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pedagang

mikro masih bergantung pada pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

. Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro (NV)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, NV menjelaskan
bahwa dirinya memilih meminjam di Koperasi Kilat karena prosesnya
mudah dan pencairan dana dilakukan dengan cepat. Menurutnya,
persyaratan yang diberikan juga tidak terlalu banyak sehingga lebih
memudahkan masyarakat kecil.

“Saya sudah beberapa kali pinjam di sini, karena memang mudah

dan cepat. Tidak perlu banyak syarat seperti di tempat lain.” (Hasil

Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kemudahan
proses dan cepatnya pencairan dana menjadi alasan NV memilih

melakukan pinjaman di Koperasi Kilat.

NV menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman tidak terlalu
rumit karena hanya perlu memenuhi syarat sederhana seperti

menyerahkan jaminan berupa ijazah.

“Yang penting bawa syarat dan jaminan, nanti pinjaman langsung

diproses. Jadi menurut saya lebih mudah.” (Hasil Wawancara
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dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13
April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses
pengajuan pinjaman di Koperasi Kilat dirasakan cukup sederhana oleh

pedagang mikro.

NV menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi
terlebih dahulu menjelaskan aturan pembayaran dan sistem angsuran

kepada peminjam.

“Sebelum pinjam biasanya dijelaskan dulu cara pembayarannya dan
berapa yang harus dibayar setiap hari.” (Hasil Wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April
2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak koperasi
memberikan penjelasan mengenai ketentuan pinjaman sebelum akad

dilakukan.

NV menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui jumlah

pembayaran harian sebelum menerima pinjaman dari koperasi.

“Dari awal sudah diberitahu jumlah angsurannya, jadi sudah tahu
berapa yang harus dibayar nanti.” (Hasil Wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April
2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa

peminjam telah mengetahui ketentuan pembayaran sejak awal.

NV menjelaskan bahwa pinjaman digunakan untuk menambah stok
barang dagangan agar usaha tetap berjalan dan kebutuhan usaha dapat

terpenuhi.
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“Pinjaman biasanya dipakai untuk tambah barang dagangan supaya
jualan tetap jalan.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro

sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman
dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha pedagang

mikro.

NV mengungkapkan bahwa ketika modal habis dan kondisi
penjualan sedang tidak lancar, dirinya hanya menggunakan sisa barang
dagangan yang masih ada karena tidak memiliki uang untuk menambah

stok baru.

“Jadi kalau lagi tidak ada uang biasanya tidak beli barang dagangan,
hanya pakai barang dagangan yang tersisa atau yang ada saja agar
usaha tetap jalan.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro

sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa

keterbatasan modal mempengaruhi aktivitas usaha pedagang mikro.

NV mengakui bahwa meskipun pinjaman membantu menambah
modal usaha, sistem pembayaran harian tetap dirasakan cukup berat

karena harus membayar setiap hari.

“Di satu sisi membantu karena bisa menambah stok barang
dagangan, tapi di sisi lain juga terasa berat karena harus bayar setiap
hari.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam

yang berinisial NV, 13 April 2026).

Selain itu, NV juga memahami bahwa jumlah pengembalian

pinjaman lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman awal.

“Yang dikembalikan memang lebih banyak dari pinjaman awal, tapi
tetap dijalani karena memang sedang butuh modal.” (Hasil
Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial NV, 13 April 2026).
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem
pembayaran harian dan tambahan pengembalian dirasakan cukup

memberatkan bagi pedagang mikro.

NV menjelaskan bahwa dirinya merasa khawatir apabila mengalami
keterlambatan pembayaran karena takut mendapatkan sanksi dari pihak

koperasi.

“Kalau barang dagangan gak lancar jadi kepikiran terus, takutnya
tidak bayar atau telat beberapa kali, katanya bisa diumumkan. Jadi
kami juga takut dan berusaha supaya tetap bayar tepat waktu.” (Hasil
Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa
keterlambatan pembayaran menimbulkan rasa takut dan tekanan

psikologis bagi peminjam.

NV menyampaikan bahwa sistem pinjaman di koperasi membuat
peminjam memiliki kemungkinan untuk kembali melakukan pinjaman

sebelum pinjaman sebelumnya benar-benar lunas.

“Kalau sudah bayar sebagian, biasanya bisa pinjam lagi. Jadi kadang
jadi terus-terusan pinjam.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang

Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem
pinjaman tersebut dapat menyebabkan pedagang mikro terus bergantung

pada pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

. Kesimpulan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak
Koperasi Kilat dan para pedagang mikro sebagai peminjam, dapat
diketahui bahwa keberadaan Koperasi Kilat menjadi salah satu alternatif
bagi masyarakat kecil dalam memperoleh modal usaha dengan proses

yang cepat dan mudah. Faktor utama yang mendorong pedagang mikro
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melakukan pinjaman adalah kebutuhan modal usaha yang mendesak,
sementara proses pinjaman di lembaga formal seperti bank dianggap
lebih sulit karena memiliki banyak persyaratan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem pengajuan
pinjaman di Koperasi Kilat relatif sederhana. Peminjam hanya diminta
menyerahkan jaminan berupa dokumen pribadi seperti ijazah atau
sertifikat, kemudian pinjaman dapat segera diproses dan dicairkan
dalam waktu singkat. Selain itu, pihak koperasi juga menjelaskan
ketentuan pembayaran dan jumlah angsuran kepada peminjam sebelum
pinjaman diberikan.

Dalam praktiknya, pinjaman tersebut digunakan oleh pedagang
mikro untuk menambah modal usaha, membeli barang dagangan, dan
mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Akan tetapi, ketika
modal habis dan kondisi usaha tidak berjalan dengan baik, beberapa
pedagang mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha sehingga
terdorong untuk kembali melakukan pinjaman.

Selain memberikan kemudahan, hasil wawancara menunjukkan
bahwa sistem pembayaran harian yang diterapkan oleh Koperasi Kilat
dirasakan cukup memberatkan oleh para pedagang mikro, terutama
ketika kondisi penjualan sedang menurun. Para peminjam juga
menyadari bahwa jumlah pengembalian pinjaman lebih besar
dibandingkan jumlah pinjaman awal yang diterima.

Di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan adanya tekanan
psikologis terhadap peminjam ketika terjadi keterlambatan pembayaran.
Beberapa informan mengaku merasa takut apabila terlambat membayar
karena adanya kemungkinan diumumkan oleh pihak koperasi. Kondisi
tersebut membuat para peminjam berusaha untuk tetap membayar
angsuran meskipun keadaan ekonomi sedang sulit.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami
bahwa praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat memberikan

kemudahan akses modal bagi pedagang mikro, namun di sisi lain juga
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menimbulkan beban pembayaran dan ketergantungan terhadap
pinjaman dalam menjalankan usaha.
C. Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada subbab
sebelumnya, praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang
mikro di Koperasi Kilat di Kecamatan Koto Baru menunjukkan adanya pola
transaksi yang khas, yaitu kemudahan akses, proses cepat, serta adanya
tambahan dalam pengembalian pinjaman. Dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, setiap muamalah wajib didasari prinsip keadilan,
transparansi, serta kebersihan dari riba, gharar, dan zhulm. Oleh karena itu,
praktik tersebut perlu dianalisis menggunakan konsep akad qardh, riba,
gharar, dan zhulm sebagaimana dijelaskan dalam figh muamalah.
1. Analisis dari Segi Akad (Qardh)

Qardh merupakan akad pinjam-meminjam yang dilakukan dengan
tujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan
tambahan atau keuntungan tertentu (Ali et al., 2022). Dalam hukum
ekonomi syariah, akad qardh termasuk akad sosial (tabarru’) yang
didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta’awun). Oleh karena itu,
pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil manfaat yang
disyaratkan dalam akad karena hal tersebut dapat mengarah kepada riba.

Prinsip akad qardh yang berlandaskan tolong-menolong memiliki
dasar dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

s 07575 55K laeal AT Ak L U L S8 41T G 80 (20T 13 0%
Osha S 4l ey

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yvang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Bagarah: 245).
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa akad qardh pada hakikatnya
merupakan bentuk bantuan sosial dan kebaikan yang dilakukan tanpa
orientasi keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan
tolong-menolong terhadap pihak yang membutuhkan.

Selain itu, Ariswanto (2021), menjelaskan bahwa suatu akad harus
memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad
(agidain), objek akad (ma’qud ‘alaih), serta adanya ijab dan gabul yang
dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Apabila unsur-unsur
tersebut terpenuhi, maka akad dapat dianggap sah menurut hukum
ekonomi syariah.

Prinsip kerelaan para pihak dalam akad juga ditegaskan Allah SWT
dalam firman-Nya:

o 93 8 o1 ) Sl 5 80520 RE Y ) Gl 1

2

3ia (yal 35
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu.” (QS. An-Nisa’: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk akad
pinjaman, harus dilakukan atas dasar kerelaan, keterbukaan, dan
kesepakatan para pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam
praktik muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman modal usaha di
Koperasi Kilat dilakukan melalui proses yang relatif sederhana. Pihak
koperasi memberikan pinjaman kepada pedagang mikro dengan syarat
tertentu seperti menyerahkan jaminan berupa ijazah atau sertifikat.
Selain itu, pihak koperasi juga melakukan pencatatan terhadap identitas
peminjam, jumlah pinjaman, serta pembayaran angsuran.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh DN selaku pihak

koperasi:
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“Setiap ada yang pinjam kami catat nama, alamat, jumlah pinjaman,
dan pembayaran angsurannya supaya jelas dan tidak terjadi
kesalahpahaman.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang

Berinisial DN, 4 April 2026).

Selain itu, pihak koperasi juga menjelaskan jumlah pembayaran
harian dan total pengembalian sebelum pinjaman diberikan kepada

peminjam.

“Sebelum uang diberikan, kami jelaskan dulu berapa bayarnya
setiap hari dan total yang harus dikembalikan sampai selesai. Jadi
peminjam sudah tahu dari awal bagaimana sistem pembayarannya.”
(Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4
April 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
pedagang mikro yang menyatakan bahwa ketentuan pembayaran telah

diketahui sejak awal akad dilakukan.

“Dari awal sudah diberitahu berapa bayarnya setiap hari, jadi kami
sudah tahu sistem pembayarannya.” (Hasil Wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April
2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam
praktik pinjaman di Koperasi Kilat telah terdapat pihak yang berakad,
objek pinjaman yang jelas, serta adanya kesepakatan mengenai
pembayaran pinjaman. Dari sisi kejelasan akad, praktik tersebut
menunjukkan bahwa unsur gharar atau ketidakjelasan tidak terlalu
dominan karena peminjam telah mengetahui ketentuan pembayaran

sebelum akad dilakukan.

Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat tambahan pembayaran yang

telah ditentukan sejak awal akad. Hal tersebut terlihat dari adanya
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jumlah pengembalian yang lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman

yang diterima oleh peminjam.

“Memang bayarnya jadi lebih dari yang dipinjam, tapi mau
bagaimana lagi. Yang penting bisa dapat modal dulu untuk usaha.”
(Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial YT, 7 April 2026).

Dalam figh muamalah, tambahan pembayaran yang disyaratkan
dalam akad qardh tidak dibenarkan karena akad qardh pada dasarnya
merupakan akad sosial yang tidak bertujuan mengambil keuntungan.
Selain itu, posisi peminjam yang sangat membutuhkan modal usaha
menyebabkan mereka tetap menerima ketentuan tersebut meskipun

merasa keberatan dengan sistem pembayaran harian yang diterapkan.

Dengan demikian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat
secara bentuk telah memenuhi unsur dasar akad gardh karena terdapat
pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, serta adanya
kesepakatan pembayaran. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya
sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena masih terdapat

tambahan pembayaran yang disyaratkan dalam akad pinjaman.

. Analisis Unsur Riba

Dalam figh muamalah, riba merupakan tambahan yang disyaratkan
dalam transaksi pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi
pinjaman. Para ulama secara tegas menyatakan bahwa setiap tambahan
atas pokok utang yang disyaratkan di awal akad termasuk dalam

kategori riba, khususnya riba nasi’ah (Pardiansyah, 2022).

Sebagaimana kaidah figh menyatakan:
L) sgddadie o (m B S

’

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.’
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Larangan riba juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah
ayat 275:

« a S adaii a1 4 5 W& W) (558 Y 50 ()R Gl
Gl a5a s gl dn T3P0 o) (e al ) AH 2l Ab® )

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Keadaan
mereka demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman di Koperasi Kilat
menunjukkan adanya tambahan dalam pengembalian, di mana pinjaman
Rp1.000.000 harus dikembalikan menjadi Rp1.200.000. Tambahan
tersebut telah ditentukan sejak awal dan bersifat wajib, sehingga

memenuhi unsur riba dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh DN selaku pihak

koperasi:

“Untuk pembayaran, kami buat sistem harian supaya peminjam
tidak merasa terlalu berat kalau harus bayar sekaligus. Jadi misalnya
pinjam 1.000.000 cukup bayar 40.000 per hari selama 30 hari.
Memang kalau dihitung totalnya jadi lebih, tapi itu memang sudah
sistem yang berjalan di sini dan dari situlah kami mendapatkan
keuntungan.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang

Berinisial DN, 4 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak koperasi
memperoleh keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam yang
dilakukan kepada pedagang mikro. Dalam praktiknya, peminjam harus
mengembalikan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman

yang diterima.
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Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang

mikro.

“Memang bayarnya jadi lebih dari yang dipinjam, tapi mau
bagaimana lagi. Yang penting bisa dapat modal dulu untuk usaha.”
(Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial YT, 7 April 2026).

Selain itu, AR juga menyampaikan bahwa jumlah pengembalian

yang lebih besar menjadi salah satu beban bagi pedagang mikro.

“Bayarnya setiap hari kadang bikin berat kalau jualan sedang sepi.
Apalagi jumlah yang dikembalikan lebih banyak dari uang yang
dipinjam.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai

peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Temuan penelitian tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT

dalam QS. Ali Imran ayat 130:
« &Il ) o) 5 Lk Bl G 10 Y 1T Gl g
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.” (QS. Ali Imran:130).

Dalam konteks ini, tambahan tersebut tidak dapat dikategorikan
sebagai biaya administratif yang wajar, karena telah menjadi bagian dari
keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman. Situasi ini
bertentangan dengan prinsip inti akad qardh yang melarang segala

bentuk keuntungan.

Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut mengandung unsur riba

gard dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah.

3. Analisis Unsur Gharar (Ketidakjelasan)
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Dalam hukum ekonomi syariah, gharar merupakan ketidakjelasan
atau ketidakpastian dalam suatu akad yang dapat merugikan salah satu
pihak Gharar biasanya terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai
objek akad, jumlah pembayaran, waktu pelaksanaan, maupun hak dan
kewajiban para pihak dalam transaksi (Wijaya & Herianto, 2025).

Larangan terhadap gharar dalam hukum Islam berkaitan dengan
pentingnya prinsip kejelasan, keterbukaan, dan transparansi dalam akad.
Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat
29:

(5533 & & o V) Jly a0 sl 1RGO  Gall @i g
#p 0l 5 e

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu.” (QS. An-Nisa:29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu transaksi harus dilakukan
secara jelas dan didasarkan atas pengetahuan serta kerelaan para pihak
terhadap isi akad yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman modal usaha di
Koperasi Kilat menunjukkan bahwa pihak koperasi terlebih dahulu
menjelaskan ketentuan pinjaman kepada peminjam sebelum akad
dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi jumlah pinjaman, besaran
angsuran harian, serta total pengembalian yang harus dibayar oleh

peminjam
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pihak koperasi:

“Sebelum uang diberikan, kami jelaskan dulu berapa bayarnya
setiap hari dan total yang harus dikembalikan sampai selesai.”
(Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4
April 2026).
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Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan

pedagang mikro.

“Dari awal sudah diberitahu jumlah angsurannya, jadi sudah tahu
berapa yang harus dibayar nanti.” (Hasil wawancara dengan
Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April
2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa
ketentuan pinjaman telah diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal
akad dilakukan. Dengan demikian, unsur gharar dalam praktik pinjaman
di Koperasi Kilat tidak terlalu dominan karena terdapat kejelasan
mengenai jumlah pinjaman, sistem pembayaran, dan waktu

pengembalian.

Temuan tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:
oA & Ce alug adle D i A Jsl) &

“Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung gharar.”

(HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, larangan gharar bertujuan untuk
mencegah terjadinya ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah
satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks penelitian ini, karena
ketentuan pokok pinjaman telah dijelaskan sejak awal akad, maka unsur
gharar tidak tampak sebagai unsur utama dalam praktik pinjaman modal

usaha di Koperasi Kilat.

Akan tetapi, meskipun ketentuan pembayaran telah dijelaskan,
posisi peminjam yang sangat membutuhkan modal usaha menyebabkan
mereka cenderung menerima seluruh ketentuan yang diberikan oleh
pihak koperasi tanpa memiliki banyak pilihan. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak koperasi

dan peminjam dalam praktik pinjaman tersebut.
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Dengan demikian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat
dari sisi akad tidak terlalu mengandung unsur gharar karena ketentuan
pinjaman telah dijelaskan sejak awal, namun praktik tersebut tetap
menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah
karena adanya unsur riba dan ketidakseimbangan dalam hubungan

transaksi.

. Analisis Unsur Zhulm (Ketidakadilan)

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi harus berpijak
pada keadilan tanpa merugikan pihak manapun. Zhulm atau
ketidakadilan muncul ketika salah satu pihak berada dalam posisi
dirugikan atau tertekan (A. Mardani et al., 2019).

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam ditegaskan dalam
firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 279:

sl ¥ 5 (gl 10 5al gt ) K08 £ 4G,

“Maka jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu
tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:279).

Ayat tersebut menegaskan bahwa suatu transaksi harus berlangsung
tanpa adanya pihak yang menzalimi maupun dizalimi, sehingga
hubungan ekonomi wajib dibangun atas dasar keseimbangan, keadilan,
serta perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa indikator yang
menunjukkan adanya potensi zhulm dalam praktik pinjaman ini. Sistem
pembayaran harian yang diterapkan dapat menjadi beban bagi
peminjam, terutama ketika pendapatan usaha tidak stabil.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh YT selaku pedagang
mikro:

“Bayarnya tiap hari itu yang kadang terasa berat, apalagi kalau

dagangan lagi sepi. Tapi tetap diusahakan bayar, karena sudah jadi

tanggung jawab.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro

sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).
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Pernyataan serupa juga disampaikan oleh AR:

“Bayarnya tiap hari itu kadang terasa berat, apalagi kalau jualan lagi
sepi.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam

yang berinisial AR, 9 April 2026).

Selain itu, adanya sanksi sosial berupa penyebaran informasi atau
diumumkan kepada masyarakat apabila terjadi keterlambatan
pembayaran merupakan bentuk tekanan yang tidak sejalan dengan

prinsip etika dalam Islam.
Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh pihak koperasi:

“Kalau ada yang telat bayar, biasanya kami ingatkan dulu. Tapi
kalau sudah beberapa kali tidak ada pembayaran, kami bisa ambil
tindakan supaya ada efek jera. Kadang bisa diumumkan supaya yang
bersangkutan punya tanggung jawab untuk segera melunasi.”
(Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4
April 2026).

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis bagi peminjam.

“Kalau sampai telat bayar, takut juga karena bisa diumumkan. Jadi
walaupun berat, tetap diusahakan jangan sampai telat.” (Hasil
Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang

berinisial YT, 7 April 2026).

Prinsip larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain

juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

« a3 55 Yy
“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun
membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, penahanan dokumen penting seperti ijazah juga
berpotensi merugikan peminjam secara sosial karena dokumen tersebut

memiliki nilai penting bagi peminjam.
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Lebih lanjut, adanya sistem pinjaman berkelanjutan dapat
menyebabkan peminjam terjebak dalam siklus utang, sehingga
bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada

kesejahteraan dan kemandirian.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh NV:

“Kalau sudah bayar sebagian, biasanya bisa pinjam lagi. Jadi kadang
jadi terus-terusan pinjam.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang

Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa
praktik pinjaman di Koperasi Kilat menempatkan peminjam pada posisi
yang cukup lemah karena adanya beban pembayaran harian, tekanan

sosial, serta ketergantungan terhadap pinjaman.

Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut mengandung unsur
zhulm karena belum mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan
dalam hubungan antara pihak koperasi dan peminjam menurut

perspektif hukum ekonomi syariah.

Sintesis Analisis

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mengacu pada teori
akad gardh, riba, gharar, dan zhulm dalam hukum ekonomi syariah,
dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman modal usaha di Koperasi
Kilat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari aspek akad, praktik tersebut secara bentuk telah menyerupai
akad qardh karena terdapat pihak yang berakad, objek pinjaman yang
jelas, serta adanya kesepakatan mengenai pembayaran antara pihak
koperasi dan peminjam. Selain itu, ketentuan mengenai jumlah
pinjaman, angsuran harian, dan waktu pembayaran juga telah dijelaskan
kepada peminjam sejak awal akad dilakukan. Oleh karena itu, unsur
gharar dalam praktik ini tidak terlalu dominan karena terdapat kejelasan

mengenai sistem pinjaman dan pembayaran.
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Namun demikian, praktik pinjaman tersebut tetap mengandung
unsur riba karena adanya tambahan pengembalian yang telah ditentukan
sejak awal akad. Tambahan tersebut menjadi keuntungan bagi pihak
koperasi dan bertentangan dengan prinsip akad qardh dalam hukum
ekonomi syariah yang pada dasarnya merupakan akad tolong-menolong
tanpa mengambil manfaat dari pinjaman.

Selain itu, praktik tersebut juga menunjukkan adanya unsur zhulm
atau ketidakadilan. Hal ini terlihat dari sistem pembayaran harian yang
dirasakan memberatkan oleh sebagian pedagang mikro, adanya tekanan
sosial ketika terjadi keterlambatan pembayaran, serta kondisi peminjam
yang cenderung bergantung pada pinjaman untuk mempertahankan
usahanya.

Dengan demikian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat
secara substansi belum sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi
syariah karena masih mengandung unsur riba dan zhulm, meskipun dari
sisi kejelasan akad unsur gharar tidak terlalu dominan.

D. Dampak Pinjaman terhadap Pedagang Mikro
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik pinjaman
modal usaha di Koperasi Kilat tidak hanya memberikan pengaruh pada
aspek ekonomi pedagang mikro, tetapi juga berdampak pada aspek sosial
dan psikologis. Dampak tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak
positif dan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh para pedagang
mikro sebagai peminjam.
1. Dampak Positif
Keberadaan Koperasi Kilat sebagai penyedia pinjaman memberikan
kemudahan akses pembiayaan bagi pedagang mikro yang sebelumnya
mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Proses yang cepat
dan persyaratan yang sederhana menjadi faktor utama yang membantu
pedagang dalam memenuhi kebutuhan modal secara mendesak.
Pinjaman yang diperoleh digunakan oleh pedagang untuk

menambah stok barang dagangan, memperluas usaha, serta menjaga
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keberlangsungan usaha dalam kondisi tertentu. Dalam situasi di mana
pedagang tidak memiliki alternatif sumber pembiayaan lain, keberadaan
koperasi ini menjadi solusi praktis yang dapat dimanfaatkan secara
langsung.

Selain itu, sistem pencairan dana yang cepat memungkinkan
pedagang untuk merespons kebutuhan usaha secara segera, tanpa harus
menunggu proses yang panjang seperti pada lembaga keuangan formal.
Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pedagang dalam mengelola
usahanya.

Dengan demikian, dari sisi ekonomi, pinjaman tersebut memberikan
kontribusi dalam menjaga stabilitas usaha mikro, khususnya dalam
jangka pendek.

. Dampak Negatif

Di sisi lain, praktik pinjaman ini juga menimbulkan berbagai
dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang mikro.

Pertama, adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman
menyebabkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh peminjam
menjadi lebih besar. Meskipun secara nominal pembayaran harian
terlihat kecil, namun dalam akumulasi total, jumlah yang harus
dikembalikan melebihi pinjaman awal, sehingga mengurangi keuntungan
usaha.

Kedua, sistem pembayaran harian menuntut kedisiplinan tinggi dari
pedagang. Dalam kondisi usaha yang tidak stabil, kewajiban pembayaran
setiap hari dapat menjadi tekanan tersendiri. Pedagang tetap harus
membayar meskipun pendapatan sedang menurun, sehingga berpotensi
mengganggu kondisi keuangan mereka.

Ketiga, adanya sanksi sosial berupa penyebaran informasi kepada
masyarakat (diviralkan) menimbulkan tekanan psikologis bagi
peminjam. Kondisi ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan

hubungan sosial pedagang di lingkungan masyarakat.
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Keempat, penahanan dokumen penting seperti ijazah sebagai
jaminan juga memberikan dampak sosial, karena dokumen tersebut
memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk
keperluan administratif dan pekerjaan.

Kelima, adanya sistem pinjaman berkelanjutan berpotensi
menimbulkan ketergantungan. Pedagang yang belum melunasi pinjaman
sebelumnya sudah dapat mengajukan pinjaman baru, sehingga berisiko
terjebak dalam siklus utang yang terus berulang.

Dengan demikian, dampak negatif dari praktik pinjaman ini tidak
hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial
dan psikologis pedagang mikro.

3. Sintesis Dampak

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik
pinjaman di Koperasi Kilat memiliki dampak yang bersifat dualisme. Di
satu sisi memberikan kemudahan dan membantu pedagang dalam
memperoleh modal usaha, namun di sisi lain juga menimbulkan beban
dan risiko yang tidak ringan.

Dampak positif yang dirasakan cenderung bersifat jangka pendek,
yaitu membantu memenuhi kebutuhan modal secara cepat. Sementara
itu, dampak negatif memiliki potensi jangka panjang, terutama dalam
bentuk beban ekonomi, tekanan psikologis, serta ketergantungan
terhadap pinjaman.

Dengan demikian, praktik pinjaman ini perlu dipahami tidak hanya
sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki

konsekuensi sosial yang kompleks bagi pedagang mikro.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik
pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru
dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Praktik Pinjaman Modal Usaha
Praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang mikro
pada lembaga yang dikenal sebagai koperasi kilat di Kecamatan Koto
Baru berlangsung dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan mudah
diakses. Proses peminjaman tidak memerlukan persyaratan
administratif yang rumit serta pencairan dana dilakukan dalam waktu
relatif singkat. Sistem pengembalian pinjaman dilakukan secara cicilan
dalam jangka waktu tertentu, baik harian maupun mingguan. Namun,
dalam praktiknya terdapat tambahan pembayaran yang telah ditentukan
sejak awal, sehingga jumlah pengembalian melebihi pokok pinjaman.
Selain itu, ditemukan adanya penerapan sanksi sosial, seperti tekanan
atau penyebaran informasi kepada masyarakat, terhadap peminjam yang
mengalami keterlambatan pembayaran.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Berdasarkan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
praktik pinjaman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan oleh:
a. Adanya tambahan pembayaran dalam pengembalian pinjaman yang
disyaratkan sejak awal akad, sehingga mengandung unsur riba.
b. Dari aspek akad, ketentuan pinjaman dan pembayaran telah
diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal sehingga unsur gharar
tidak terlalu dominan. Namun, posisi peminjam yang lebih lemah

menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan akad.
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c. Adanya ketidakseimbangan posisi antara pemberi pinjaman dan
pedagang mikro sebagai peminjam. Pedagang berada pada kondisi
kebutuhan mendesak sehingga cenderung menerima seluruh
ketentuan tanpa negosiasi yang seimbang. Kondisi ini diperkuat
dengan adanya tekanan dalam proses penagihan, sehingga mengarah

pada unsur zhulm (ketidakadilan).

Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut tidak mencerminkan
prinsip akad gardh dalam ekonomi syariah yang seharusnya bersifat
tolong-menolong tanpa adanya tambahan yang disyaratkan serta tanpa

tekanan terhadap salah satu pihak.

. Dampak terhadap Pedagang Mikro

Praktik pinjaman modal usaha memiliki dampak yang bersifat
positif dan negatif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Secara positif, pinjaman membantu pedagang mikro dalam
memperoleh modal usaha secara cepat sehingga dapat mempertahankan
kelangsungan usaha dalam jangka pendek.

Namun secara negatif, tambahan pembayaran dalam pengembalian
pinjaman menjadi beban ekonomi yang dapat mengurangi keuntungan
usaha. Selain itu, sistem pinjaman yang mudah dan berulang mendorong
terjadinya ketergantungan pedagang terhadap pinjaman tersebut.

Dari aspek sosial, praktik ini juga menimbulkan tekanan psikologis
bagi pedagang, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran.
Penerapan sanksi sosial, seperti penyebaran informasi kepada
masyarakat, dapat memperburuk kondisi sosial dan mental pedagang.

Dengan demikian, meskipun memberikan manfaat dalam jangka
pendek, praktik pinjaman ini dalam jangka panjang berpotensi
menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan psikologis bagi pedagang

mikro.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Pedagang Mikro
Pedagang mikro diharapkan lebih selektif dalam memilih sumber
pembiayaan usaha serta memahami secara menyeluruh syarat dan
ketentuan pinjaman sebelum melakukan akad. Selain itu, perlu
meningkatkan pemahaman terkait prinsip ekonomi syariah serta
mempertimbangkan kemampuan pembayaran agar tidak terjebak dalam
ketergantungan pinjaman.
2. Bagi Pihak Pemberi Pinjaman
Pihak pemberi pinjaman diharapkan dapat menerapkan sistem
pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip
hukum ekonomi syariah. Selain itu, perlu menghindari adanya tambahan
yang bersifat memberatkan serta praktik penagihan yang menimbulkan
tekanan sosial terhadap peminjam.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap
praktik pinjaman informal serta menyediakan alternatif pembiayaan
yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu,
diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan guna
mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang merugikan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih
mendalam dengan cakupan yang lebih luas atau melakukan

perbandingan dengan sistem pembiayaan lain yang berbasis syariah.
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. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat

menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;

. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

: Sungai Penuh
. : 04 Maret 2026

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;

3. Mahasiswa Ybs.

92



Lampiran 2

'/\| KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

l FAKULTAS SYARIAH
EERINCI _____Jin Pelta v Sungal Peruh Telp. (0748) 21065 Fax.(0748) 22114 Kode Pos 37112
Nomor : B-133/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026 04 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth:
Kepala Badan KESBANGPOL
Kota Sungal Penuh
di

Tempat

Assalomu’aloikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program
Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama ¢ ALVIN UGESTIAN

NIM : 2210102054

Fakultas ¢ SYARIAH

Jurusan ¢ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi ¢ Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang

Mikro di Koperasi Kecamatan Kota Baru Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian ¢ Kecamatan Koto Baru

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.
Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu‘alaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Dekan,

/

. H. Arzam, M.
1P 19760403.200501 1 009
. ".l;lf../‘
Tembusan :
1. Yth. Rgktor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
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Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungal Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : B/000.9.2/ 89 /NI/2026/Kesbangpol-2

Dasar . 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah
Nomor : B-133/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang
Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : ALVIN UGESTIAN
b.Jabatan : Mahasiswa
Untuk - Melakukan Penelitian dengan judul Analisis Praktik Pinjaman Modal

Usaha pada Pedagang Mikro di Koperasi Kecamatan Koto Baru
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.
Sungai Penuh, 9 Maret 2026

Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ungai Penuh,

RN / [ H
,, W ISMAWAN SULTI, S.Sos. .M.Si
Tembusan :

LBembiraTKi/1V.b
LwiPES721212 199603 1 006
Walikota Sungai Penuh

Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
Sdr. Camat Koto Baru

AON=
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Lampiran 4

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN KOTO BARU

Jotwn Homparan BevarKoto Barw Telp (0748) . Kole Pox 17182
c-mail : setko@sungaipenuhkota goid — website  http//www sungaipenuh go id

Surat Keterangan Izin Penclitian
Nomor : 050/85 /Kee. KB-3/1V/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini |

Nama C DESRIZAL,S.Pd,MM
NIP 19730720 199903 1 003
Jabatan - Camat Kecamatan Koto Baru

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama ALVIN UGESTIAN
Jabatan . Mahasiswa IAIN Kerinci
Alamat - Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru

Telah melaksanakan penehitian di Kecamatan Koto Baru dengan judul Analisis
Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Koperasi Kecamatan
Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,

Demikian Disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Koto Baru , 2026

CAMAT KOTO BARU

NI 19730720 199903 1 003
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Lampiran 5

DOKUMENTASI

Gambar 1 Dokumentasi wawancara dengan Informan Pihak Koperasi (DN)

Gabar 3 Dokumentasi wawancara dengan Informan Pedagang Mikro (AR)

96



| \l ,

Gambar 4 Dmentasi wawancara dengan Informan Pedagang Mikro (NV)
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Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan: Pihak Koperasi (DN)

1.

Apa tujuan koperasi ini dalam memberikan pinjaman kepada
masyarakat?
Bagaimana proses pengajuan dan persyaratan pinjaman yang
diterapkan?
Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang diberlakukan kepada
peminjam?

Bagaimana penanganan koperasi terhadap keterlambatan pembayaran?

. Apakah pihak koperasi menjelaskan jumlah angsuran dan total

pengembalian kepada peminjam sebelum pinjaman diberikan?
Apakah terdapat pencatatan atau kesepakatan antara koperasi dan

peminjam dalam proses pinjaman?

B. Informan: Pedagang Mikro

1.
2.

Apa alasan Ibu memilih meminjam di Koperasi Kilat?
Bagaimana proses pengajuan pinjaman yang Ibu rasakan di koperasi

tersebut?

. Apakah ketentuan pinjaman dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak

koperasi?
Apakah sebelum menerima pinjaman ibu sudah mengetahui jumlah

pembayaran daan angsuran?

. Untuk apa saja pinjaman tersebut ibu gunakan dalam usaha?

Apa yang terjadi pada usaha ibu ketika modal yang dimiliki habis?
Bagaimana pendapat ibu mengenai sistem pembayaran harian dan

jumlah pengembalian pinjaman?

. Bagaimana pengalaman atau perasaan ibu terkait keterlambatan

pembayaran pinjaman?
Bagaimana pandangan ibu terkait kemungkinan melakukan pinjaman

kembali?
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